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MOTTO 
 
ٌةَّلُخ اَلَو ِهيِف ٌعِيَب اَل ٌمِىَي َيِتْأَي ْىَأ ِلِبَق ِيِه ِنُكاٌَْقَسَر اَّوِه اىُقِفًَِأ اىٌَُهآ َييِذَّلا اَهُّيَأ اَي اَلَو 
 ٌةَعاَفَش  ۗ َىىُوِلاَّظلا ُنُه َىوُزِفاَكْلاَو  
Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu 
tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah 
orang-orang yang zalim. ( Q.S Al-Baqarrah (2):254) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah :  
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:    
Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  
ا  Alif  Tidak dilambangkan   Tidak dilambangkan  
ب  Ba  B  Be  
ت  Ta  T  Te  
ث  ṡa  ṡ  Es (dengan titik di atas)  
ج  Jim  J  Je  
ح  ḥa  ḥ  Ha (dengan titik di bawah)  
خ  Kha  Kh  Ka dan ha  
د  Dal  D  De  
ix 
 
ذ  Żal  Ż  Zet (dengan titik di atas)  
ز  Ra  R  Er  
ش  Zai  Z  Zet  
ض  Sin  S  Es  
ش  Syin  Sy  Es  dan ye  
ص  ṣad  ṣ  Es (dengan titik di bawah)  
ض  ḍad  ḍ  De (dengan titik di bawah)  
ط  ṭa  ṭ  Te (dengan titik di bawah)  
ظ  ẓa  ẓ  Zet (dengan titik di bawah)  
ع  „ain  …„…  Koma terbalik di atas  
غ  Gain  G  Ge  
ف  Fa  F  Ef  
ق  Qaf  Q  Ki  
ك  Kaf  K  Ka  
ل  Lam  L  El  
و  Mim  M  Em  
ن  Nun  N  En  
x 
 
ً  Wau  W  We  
ه  Ha  H  Ha  
ء  Hamza h  ...‟…  Apostrop  
ي  Ya  Y  Ye  
  
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
a. Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
Ta nda  Nama  Huruf Latin  Nama  
   ۗ  ۗ    Fathah  A  a  
   ۗ    ۗ     Kasrah  I  i  
   ۗ  ۗ     Dammah  U  u  
 
  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transiterasi  
1.  ةتك  Kataba  
2.  سكذ  Żukira  
xi 
 
3.  ةىري  Yażhabu  
  
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :  
 
Tanda dan 
Huruf  
Nama  Gabungan Huruf  Nama  
أ...ٍ  Fathah dan ya  Ai  a dan i  
أ...ً  Fathah dan wau  Au  a dan u  
  
Contoh :  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  فيك  Kaifa  
2.  لٌح  Ḥaula  
 
3. Vokal panjang (Maddah)  
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :   
Harakat dan Huruf  Nama  Huruf dan 
Tanda  
Nama  
أ...ي  Fathah dan alif 
atau ya  
ā  a dan garis di atas  
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أ...ي  Kasrah dan ya  ī  i dan garis di atas  
أ...ً  Dammah dan wau  ū  u dan garis di atas  
  
Contoh:  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  لاق  Qāla  
2.  ميق  Qīla  
3.  لٌقي  Yaqūlu  
4.  يمز  Ramā  
  
4. Ta Marbutah  
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :  
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/.  
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.  
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.  
Contoh :   
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  ةضًز لافطۡنا  Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl  
xiii 
 
2.  ةحمط  Ṭalhah  
  
5. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.  
Contoh :  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  نا ست  Rabbana  
2.  صن ن  Nazzala  
  
6. Kata Sandang  
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا.  
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung.  
Contoh :  
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No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  سجن لا  Ar-rajulu  
2.  للاجنا  Al-Jalālu  
  
7. Hamzah  
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  مكأ  Akala  
2.  نًرخأ  ۗ   Taꞌkhużuna  
3.  ؤننا  An-Nauꞌu  
  
8. Huruf Kapital  
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya.  
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
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disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan.  
Contoh :  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
  ودهنسسٌن وامح ً  Wa mā Muhammadun illā rasūl  
  ومندمحنا بز هيمناعنا  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna  
  
9. Penulisan Kata  
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.  
Contoh :  
No  Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
  ومنا ٌين هنٌنيقشاسناسيخ   Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn  
  اٌيًأي ميكنا ناصيمناً  Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-
kaila wal mīzāna  
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ABSTRAK 
 
Yasmin Salmawati, NIM : 152111006, PEMBATALAN AKAD JUAL 
BELI ONLINE PADA LUSYHIJAB SRAGEN DITINJAU DARI FATWA 
DSN-MU NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG BAI ISTISHNA 
Transaksi online memberikan kemudahan bagi pembeli dan penjual karena 
mereka tidak harus bertemu secara langusng untuk melakukan transaksi, banyak 
resiko akibat dari jual-beli online tersebut yaitu pembatalan secara sepihak oleh 
pembeli yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan pembatalan akad jual-beli online pada Lusyhijab dan untuk 
mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI no.06/dsn-mui/iv/2000 tentang bai’ Istishna. 
Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field Research) 
dengan analisis data induktif, metode berfikir yang didasarkan pada prinsip 
pengetahuan hal-hal yang khusus dianalisis menjadi hal-hal yang umum. Sumber 
data wawancara dengan menggunakan data insidental sanpling serta dokumentasi. 
Pada penelitian ini penulis menjelaskan dan menggambarkan fenomena di 
lapangan kemudian dianalisis dengan fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Bai‟ Istishna. 
Hasil penelitian ini menjelaskan pembatalan transaksi secara sepihak oleh 
pembeli yang tidak bertanggung jawab kepada Lusyhijab sangat merugikan kedua 
pihak. Fatwa DSN-MUI menyebutkan 3 (tiga) point utama, pembayaran, 
ketentuan objek serta ketentuan lain, apabila di kemudian hari terjadi perselisihan 
tidak boleh merugikan kedua belah pihak. Lusyhijab telah memenuhi kedua point 
yang ada ketentuan barang serta akad. Untuk point ketiga tidak terpenuhi karena 
pembatalan tersebut merugikan kedua pihak 
 
Kata kunci : pembatalan, jual beli online,Istishna 
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ABSTRACT 
 
Yasmin Salmawati, NIM : 152111006, PEMBATALAN AKAD JUAL 
BELI ONLINE PADA LUSYHIJAB SRAGEN DITINJAU DARI FATWA 
DSN-MU NO. 06/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG BAI ISTISHNA 
 Online transactions make it easy for buyers and sellers because they do 
not have to meet directly to make transactions, many risks result from these online 
purchases, namely unilateral cancellation by irresponsible buyers. This study aims 
to determine the implementation of the cancellation of the online purchase 
agreement at Lusyhijab and to find out the DSN-MUI fatwa review no.06 / dsn-
mui / iv / 2000 about bai ‟Istishna. 
  This research method includes the type of field research (field research) 
with analysis of technical data analysis used in inductive analysis techniques, 
namely methods of thinking based on the principle of knowledge of specific 
things analyzed into general matters. In this study the authors explain and describe 
the phenomena in the field then analyzed by fatwa DSN-MUI No. 06 / DSN-MUI 
/ IV / 2000 concerning Bai ‟Istishna. 
 The results of this study explain the unilateral cancellation of 
transactions by buyers who are not responsible to Lusyhijab is very detrimental to 
both parties. The DSN-MUI Fatwa states that 3 (three) main points of Lusyhijab 
have fulfilled both points with provisions on goods and contracts. For the third 
point is not fulfilled because the cancellation is detrimental to both parties 
 
Keywords: cancellation, buying and selling online, istishna 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembatalan yaitu, tidak sah, atau tidak berlaku, perjanjian tidak 
sah, proses ataupun cara membatalkan. Pembatalan artinya segala kondisi 
dikembalikan seperti sediakala keadaan sebelum terjadi perikatan atau 
perjanjian. Pembatalan akad mempunyai syarat perjanjian yang 
menyangkut kesepakatan dan kecakapan yang disebut syarat subjektif, 
sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang halal 
disebut syarat objektif1. Apabila syarat subjektif perjanjian kesepakatan 
dan kecakapan pihak-pihak cacat atau tidak terpenuhi maka perjanjian 
dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak ke pengadilan.  
Lusyhijab salah satu toko online yang menyediakan berbagai 
busana muslim. Selama waktu satu tahun melakukan transaksi online 
Lusyhijab telah melakukan transaksi sebanyak 5787 kali terhitung sejak 
Juni 2018 sampai dengan Juni 2019 transaksi pada Lusyhijab dalam setiap 
bulan nya mengalami kenaikan
2
. Dalam setiap bulan pesanan dari 
Lusyhijab sebanyak 300-450 pemesanan barang
3
.  
                                                          
1
 Ketut Okta Setiawan. Hukum Perikatan. Cet ke-1. (Jakarta:Sinar Grafika.2016) hlm 73 
2
 Lusy Dyah Erikawati pemilik Lusyhijab, Wawancara Pribadi pada 22 Mei 2019 pukul 
12.00 – 14.00 Wib 
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Dari jumlah transaksi tersebut, jumlah pembatalan juga banyak 
terjadi, sebesar 15%-25% dalam setiap bulanya. Pembatalan akad ini 
disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah pembalatan oleh 
pembeli karna barang tidak sesuai dengan katalog (gambar) serta ada juga 
setelah kesepakatan penyerahan barang, pembeli secara sepihak 
membatalkan akad atau perjanjian tanpa alasan. Hal ini berdampak buruk 
bagi Lusyhijab karna barang tidak diambil yang berarti Lusyhijab harus 
menanggung kerugian atas harga barang yang tidak diambil dan modal 
yang tidak kembali. Hal ini jika dibiarkan maka akan berdampak buruk 
bagi para pelaku jual-beli online karna akan menghambat permutaran uang 
atau modal serta akan mengakibatkan gulung tikar bagi para pelaku jual-
beli online yang memiliki modal kecil. Sedangkan pembatalan secara 
sepihak oleh pembeli yang ada pada Lusyhijab termasuk kedalam skala 
yang cukup besar. 
Untuk menghindari pembatalan akad secara sepihak oleh para 
pembeli, maka para pelaku jual-beli online menerapkan sistem preorder, 
yaitu sistem pemesanan terlebih dahulu serta pembeli diwajibkan untuk 
membayar dimuka. Dalam istilah fiqh muamalah yaitu jual beli bai’ 
istishna (jual-beli dengan cara pembayaran dimuka dan pemebeli harus 
memesan terlebih dahulu). Baru setelah selesai pembayaran maka barang 
akan diproses oleh pihak penjual untuk pengiriman ataupun penyerahan 
kepada pembeli.  
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik 
untuk malakukan penelitian dengan judul PEMBATALAN AKAD 
JUAL-BELI ONLINE PADA LUSYHIJAB DITINJAU DARI 
FATWA MUI NO. 06//DSN-MUI/IV/2000 TENTANG BAI’ 
ISTISHNA. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 
dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana praktik pembatalan akad jual-beli online pada Lusyhijab 
Sragen? 
2. Bagaimana tinjauan fatwa MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang 
Bai’ Istihisna? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pemaparan dan perumusan masalah diatas, maka maksud dan 
tujuan dari tugas akhir adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui praktik pembatalan akad jual-beli online pada 
Lusyhijab 
2. Untuk mengetahui tinjauan fatwa MUI NO.06/DSN-MUIIV/2000 
terhadap pembatalan akad di Lusyhijab Sragen 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari dilakukannya penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yaitu 
segi Teoriitis dan segi Praktis 
1. Manfaat Teoritis 
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a. Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, referensi 
wawasan dan memperkaya hasanah keilmuan intelektual bagi 
kalangan mahasiswa serta masyarakat luas terutama bagi para 
pelaku jual-beli 
b. Dari hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan bagi para 
pelaku jual-beli online untuk lebih memahami cara bertransaksi 
melalui media sosial. 
2. Manfaat praktis 
Memberikan inspirasi dan wawasan yang luas bagi masyarakat luas 
terutama bagi pelaku jual-beli online, penelitian ini memberikan 
gambaran rill dengan kesesuain pembatalan akad jual-beli online di 
tinjau dari fatwa MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Bai’ 
Istishna 
E. Kerangka Teori  
1. Pembatalan akad jual-beli Online 
Pembatalan memiliki syarat perrjanjian kesepakatan dan 
kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan yang berkenaan dengan 
hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Masing-
masing syarat tersebut membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Apabila 
syarat subjektif perjanjian (kesepakatan dan kecakapan pihak-pihak) 
cacat atau tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan 
pembatalan (cancelling) oleh salah satu pihak ke pengadilan. Pihak 
yang dimaksud tersebut adalah pihak yang tidak cakap menurut 
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hukum, maka yang mengajukan pembatalan adalah orang tua atau 
walinya, orang yang mendapatkan kewenangan ataupun kuasa dari 
yang bersangkutan untuk membatalkan perjanjian atau ia sendiri bila ia 
sudah menjadi dewasa, dan pihak yang tidak menyetujui perjanjian itu 
secara tidak bebas, karena cacat subjektif dari suatu janji yang 
menyangkut kepentingan seseorang misalnya walaupun seseorang 
yang menurut undang-undang belum cakap, tetapi merasa mampu 
bertanggung jawab penuh atas janji yang dibuatnya atau seseorang 
yang memberikan persetujuan karena khilaf atau tertipu, mungkin 
segan atau malu minta perlindungan hukum. 
Kedua hal itu tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim 
maka pembatalan haruslah diajukan pihak-pihak yang berkepentingan 
dan bila diajukan mungkin saja disangkal oleh pihak lawannya, untuk 
diperlukan pembuktian. Jadi mengenai cacat subjektif dari suatu 
perjanjian, undang-undang menyerahkan kepada pihak yang 
berkepentingan untuk mengajukan pembatalan atau tidak kepada 
pengadilan. Bila syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) 
tidak terpenuhi atau cacat maka perjanjian itu menjadi batal demi 
hukum karenanya (null and void). Dalam hal ini secara hukum sejak 
semula tidak suatu perjanjian di antara meraka. Konsekuensi dari batal 
demi hukum ini tidak dapatlah pihak yang satu menuntut bahwa pihak 
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yang lain di depan hakim, karena statusnya wajib dinyatakan bahwa 
tidak pernah suatu perjanjian atau perikatan
4
.  
Syarat dalam melakukan kontrak jual-beli adalah kemampuan 
menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus 
ada dalam setiap kontrak jual-beli, namun ia tidak termasuk dalam 
unsur pembentukan kontrak. Menurut mayoritas ulama, rukun kontrak 
terdiri atas tiga unsur. 
a. Shiqάt (pernyataan ijab dan qabul) 
b. Aqidan (dua pihak yang melakukan kontrak) 
c. Ma’qud’alaih (objek kontrak)5  
Menurut mazhab Hanafi rukun akad hanya terdiri atas ijάb dan 
qάbưl (shighat), ulama mazhab Hanafi menambahkan satu hal lagi 
dalam rukun akad yaitu maudhu’ al-‘aqd (akibat hukum)6.  
Jual-beli adalah kegiatan jual beli di mana penjual dan 
pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan 
transaksi. komunikasi diantara kedua pihak degan menggunakan 
perantara media sosial. Dalam transaksi jual-beli online, penjual dan 
pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan 
barang. 
                                                          
4
 Ketut okta setawan. Hukum Perikatan. Cet ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016) hlm 73-
74 
5
 Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan 
Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah. Cet ke-1, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016). Hlm 25 
6
 Ibid., hlm 26 
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Rukun jual-beli online pada prinsipnya sama dengan rukun 
jual-beli pada umumnya. Ulama Hanafiyah hanya mengakui satu 
rukun jual-beli, yaitu shighat akad (ijab-qabul) jual-beli. Begitu juga 
dalam jual-beli ulama Hanafiyah hanya mengakui satu rukun yaitu 
sighat akad jual-beli
7
.  
Dikarenakan pembeli dan penjual tidak bertemu secara 
langsung sinilah banyak terjadi pembatalan dikarenakan berbagai 
faktor diantaranya karna pembeli merasa barang tidak sesuai dengan 
apa yang sudah penjual katakan pada katalog (gambar) barang, serta 
banyak juga pembeli yang membatalkan secara sepihak setelah 
kesepakantan untuk penyerahan barang yang telah disepakati oleh 
kedua pihak sebelumnya. 
2.  Bai’ Istishna 
Bai’ al-istishna dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
diartikan sebagai jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 
barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan 
pembayaran sesuai kesepakatan. Secara teknis pembiayaan akad bai’ 
al-istishna sebagai berikut8: 
a. Penjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, 
jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang disepakati. 
                                                          
7
 Jaih Mubarak,. dan .Hasanudin., Fikih Mu’amalah Maliyyah, (Bandung : Simbiosa 
Pekatama media, 2017), hlm 258 
8
 Ahmad Muri. Hukum Kontrak Bernuasa Islam. Cet ke-2. (Jakarta: Rajawali Pers. 2013) 
Hlm 135 
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b. Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk 
pembebasaan utang nasabah kepada bank 
c. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan 
kesapakatan 
d. Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. 
F. Tinjauan Pustaka 
   Tinjauan pustaka merupakan kajian peneliti sebelumnya yang 
pernah dilakukan membahas tema yang berkaitan dengan penelitian ini. 
Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan 
dari penelitian sebelumnya. Dalam penyusunan skripsi ini terdapat 
beberapa karya yang penulis jumpai yang membahas tentang pembatalan 
Akad jual beli Online pada Lusyhijab Sragen Dintinjau dari Fatwa DSN 
MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bai’ Istishna. 
Skripsi Aprillita Zainati  Jurusan Muamalah Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokero dengan judul “Perjanjian 
Jual-beli online dalam Kitab KUHP dan KHES”. Membahas mengenai 
keabsahan perjanjian jual – beli serta perbedaan dan kesamaan jual-beli 
dalam KUHP dan KHES, dengan hasil perjanjian berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 KUHP dalam KHES 
perjanjian jual-beli diatur dalam pasal 20 KHES. Perbedaan dari KHES 
dan KUHP tentang jual-beli terelak pada batas usia, asas perjanjian serta 
9 
 
 
 
akibat hukum. Persamaan konsep perjanjian dan objek Akad
9
. Perbedaan 
skripsi yang telah ditelili perbedaan dengan penelitian yang akan 
dilakukan penulis terletak pada perjanjian jual-beli online dalam kitab 
KUHP dan KHES, sedangkan penulis menekankan pada pembatan akad 
jual-beli online.  
Skripsi Mutiara Fiky Program Study Muamalah, Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul 
“Analisi Hukum Islam Tentang Pengambilan Biaya Atas Pembatalan 
Sepihak Pada Persewaan Alat Pesta (Study Kasus Pada Persewaan Alat-
alat Pesta Dwi Wijayanti Desa Agom, Kecamatan Kalianda, Kabupaten 
Lampung Selatan)” yang membahas tentang pengambilan biaya kerugian 
atas pembatalan sepihak serta bagaimana pandangan hukum islam. Dengan 
hasil besar pengambilan biaya kerugian dari pembatalan sepihak adalah 
50%-75%, pada dasarnya sesuai dengan syariat sewa menyewa dalam 
islam akan tetapi ketidaksesuaian dalam pengambilan biaya kerugia yang 
dilakukan oleh persewaan alat pesta Dwi Wijayanti10. Skripsi tersebut 
menekankan pada pengambilan biaya kerugian atas pembatalan sepihak, 
dalam hal ini penulis dalam skripnya menekankan pada pembatalan akad 
jual-beli online 
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 Skripsi Aprillita Zainati dengan judul “Perjanjian Jual-beli online dalam Kitab”. Institut 
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Skripsi Irhamna Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry 
Darusallam Banda-Aceh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Pembatan Akad Jual-beli Pemesanan Prabot Secara Panjar di Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis Pembatan Sepihak Dengan 
Konsep Ba’i Istishna membahas tentang praktik jual-beli perabot serta 
penyelesaian pembatalan sepihak. Dengan hasil jual-beli perabot dengan 
sistem panjar   menurut hukum islam pembatalan yang tejadi bertentangan 
dengan syariat namun karena penyelesaian dengan cara damai yang 
mencerminkan keridhaan jadi jual-beli tersebut dianggap sah11. Yang 
membedakan dengan skripsi penulis yaitu dalam hal ini penulis lebih 
menekan kan pada pembatan akan jual-beli online dengan tinjauan fatwa 
DSN-MUI tentang bai Istishna 
Skripsi Anis Pusposari jurusan Manajemen Bisnis Syariah, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta dengan judul “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan 
Harga Terhadap Keputusan Pembelian Online Produk Busana Melalui 
Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN” membahas kualitas layanan dan kepercayaan dapat 
mempengaruhi pembeli dengan hasil layanan serta kepercayan sangat 
mempengaruhi para mahasiswa untuk melakukan pembelian busana 
                                                          
11
 Irhamna judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatan Akad Jual-beli Pemesanan 
Prabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar (Analisis Pembatan 
Sepihak Dengan Konsep Ba’i Istisna’)” Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darusallam 
Banda-Aceh 2018 
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muslim secara online di Instagram12. Dalam skripsi ini lebih membahas 
mengenai tingkat kualitas layanan yang mempengaruhi minat pembeli, 
dalam penelitian penulis menekankan dan membahas tentang pembatalkan 
akad jual-beli online 
Berdasarkan tinjauan pustaka diatas yang membedakan dengan 
penelitian yang penulis lakukan yaitu dalam melakukan penelitian penulis 
menekankan pada pembatalkan akad pada Lusyhijab dengan menggunakan 
analisis akad al-istishna dalam fatwa MUI NO:06/DSN-MUI/IV/2000 
G. Metode Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode 
penelitian untuk dapat memperoleh data valid diantara metode penelitian 
yang digunakan adalah 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini termasuk kategori penilitian kualitatif lapangan, yakni 
penelitian yang dilakukan dilapangan yaitu pada Lusyhijab yang 
beralamat di Sragen. Untuk memperkuat studi lapangan maka 
penyusun juga menggunakan wawancara, dokumentasi, dan sumber 
kepustakaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 
oleh penulis. 
2. Sumber data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah: 
                                                          
12
 Anis Pusposari judul “Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan dan Harga Terhadap 
Keputusan Pembelian Online Produk Busana Melalui Media Sosial Instagram di Kalangan 
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a. Sumber data primer 
Sumber data ini merupakan sumber data yang diperoleh 
dari lapangan. Wawancara dengan narasumber yaitu pemilik 
Lusyhijab serta pembeli dari Lusyhijab dengan menggunakan 
insidental sanpling 
b. Sumber data sekunder 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan mengakaji sumber data pustaka yang berisikan 
informasi mengenai sumber data primer yang masih berhubungan 
atau relevan dengan penelitian
13
. 
3. Lokasi dan waktu penelitian 
Lokasi penelitian di Sragen sebagai rumah pemilik dari 
Lusyhijab dan akan dilakukan selama tiga puluh (30) hari terhitung 
setelah dilakukannya seminar proposal pada tangal 25 April 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu metode dengan 
pengumpulkan data melalui komunikasi, dalam hal ini penulis akan 
mewawancarai pihak pemiliki Lusyhijab dan pembeli dari 
Lusyhijab. Pembeli dipilih melalui data insidental sanpling. 
b. Dokumentasi 
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 Suryana. Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 
(bandung: UPI. 2010)  
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Dokumentasi merupakan peristiwa pencatatan yang sudah 
berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya 
monumental dari seseorang. Disini penulis mengambil dokutasi 
dari gambar percakapan pihak pemilik Lusyhijab dengan para 
pembeli melalui media sosial
14
. 
c. Teknik Analisis Data 
Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisa data 
yang telah dikumpulkan adalah metode induktif yaitu metode 
berfikir yang didasarkan pada prinsip pengetahuan hal-hal yang 
khusus dianalisis menjadi hal-hal yang umum, berdasarkan fakta-
fakta yang ditemukan dilapangan kemudiakan dikonstruksikan.15 
H. Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisikan Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 
Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika 
Penulisan dan Jadwal Rencana Penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI, bab ini membahas Tentang 
Pembatalan Akad Jual-beli Online, Bai’ Istishna. 
BAB III DESKRISPSI DATA PENELITIAN, dalam bab ini 
mendeskripsikan Profil dari Lusyhijab Sragen, kebijakan, kelebihan & 
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Ibid., hlm 24 
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 Suryana. Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 
(bandung: UPI. 2010). Hlm 38  
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kekurangan Lusyhijab,  kendala dan prosedur pemesanan di Lusyhijab. 
Serta hasil wawancara dengan pembeli Lusyhijab yang pilih menggunakan 
data insidental sanpling 
 BAB IV ANALISIS, dalam bab ini membahas kesesuaian antara 
kebijakan yang miliki oleh Lusyhijab Sragen dalam pembatalan akad 
kepada pembeli dengan Fatwa MUI NO.06/DSN-MUI/VI/2000 tentang 
ba’i isthisna. 
 BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran 
dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Pembatalan Akad Jual-beli Online 
1. Pembatalan  
a. Pengertian 
Syarat suatu perikatan atau kontrak perjanjian yang 
menyangkut kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, 
sedangkan yang berkenaan dengan hal tertentu dan sebab yang 
halal disebut syarat objektif. Masing-masing syarat tersebut 
membawa konsekuensi sendiri-sendiri. Apabila syarat subjektif 
perjanjian (kesepakatan dan kecapakan pihak-pihak) cacat atau 
tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan 
(cancelling) oleh salah satu pihak ke pengadilan1. 
Pihak-pihak yang dimaksud tersebut adalah pihak yang tidak 
cakap menurut hukum, maka yang mengajukan pembatalan adalah 
orang tua atau walinya, atau ia sendiri bila ia sudah menjadi 
dewasa, dan pilihan yang tidak menyetujui perjanjian itu secara 
tidak bebas, karena cacat subjektif dari suatu janji yang 
menyangkut kepentingan seseorang misalnya, walaupun seseorang 
yang menurut undang-undang belum cakap, tetapi merasa mampu 
                                                          
1
 Ketut Okta Setiawan. Hukum Perikatan. Cet ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika. 2016) hlm 73 
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bertanggung jawab penuh atas janji karena khilaf atau tertipu, 
mungkin segan atau malu minta perlindungan hukum2. 
Kedua hal itu tidak begitu saja dapat diketahui oleh hakim 
maka pembatalan haruslah diajukan oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan dan bila diajukuan mungkin saja disangka oleh 
pihak lawannya, untuk itu diperlukan pembuktikan. Jadi mengenai 
cacat subjektif dari suatu perjanjian, undang-undang menyerahkan 
kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan pembatalan 
atau tidak kepada pengadilan. Syarat objektif (hal tertentu dan 
sebab yang halal) tidak terpenuhinya atau cacat, maka perjanjian 
itu menjadi batal demi hukum karenanya (null dan void). Dalam 
hal ini secara hukum sejak semula tidak ada suatu perjanjian 
diantara mereka. Konsekuensi dari batal demi hukum ini tidak 
dapat pihak yang satu menutut pihak yang lain di depan hakim, 
karena jabatannya wajib menyatakan bahwa tidak pernah ada 
perjanjian atau perikatan3. 
b. Berlakunya Syarat Batal 
Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya 
syarat batal, berlakunya jika kontrak yang dibuat oleh para pihak 
dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal, karena apabila 
kontrak tersebut dibuat syarat tangguh dan ternyata syarat yang 
                                                          
2
 Ibid.,  hlm 74 
3
 Ibid., hlm 74-75 
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dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, maka 
kontrak tersebut dengan sendirinya batal. Demikian pula kontrak 
yang dibuat dengan syarat batal, maka apabila syarat batal tersebut 
terpenuhi maka kontrak tersebut dengan sendirinya telah batal yang 
berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut4.  
c. Kadaluwarsa  
Kadaluwarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan 
hapusya kontrak antara para pihak. Hal ini diatur dalam BW Pasal 
1967 dan seterusnya5. Berakhirnya perikatan atau berakhirnya 
perjanjian, maka secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni 
arti positif dan arti negatif. Dikatakan positif jika perjanjian itu 
berakhir karena para pihak telah melakukan perjanjian. Sebaliknya 
perjanjian karena para pihak atau salah satu pihak tidak melakukan  
perjanjian. Walaupun berakhirnya dalam arti positif dan dalam arti 
negatif keduanya mengakhiri perjanjian, namun ada juga sarjana 
yang menggunakan istilah yang berbeda, dimana berakhirnya akad 
berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah 
memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut 
sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh 
para pihak. 
                                                          
4
 Ahmad Muri. Hukum Kontrak Bernuaa lslam. Cet ke-2. (Jakarta: Rajawali Pres. 2013) 
hlm 129 
5
 Ibid., hlm 130 
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Sedangkan terminasi akad adalah berakhirnya akad karena 
difaśάkh (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak 
dilaksanakan karena suatu lain sebab. Istilah yang digunakan oleh 
ahli-ahli hukum islam untuk pemutusan akad adalah faśάkh. Hanya 
saja kata “faśάkh” terkadang digunakan untuk menyebut berbagai 
bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk 
menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja. Wahbah az-
Zuhali tampaknya menggunakan istilah faśάkh dalam arti luas yang 
mencangkup berbagai bentuk pemutus akad. Secara umum faśάkh 
(pemutus) akad dalam hukum islam meliputi: 
1) Faśάkh terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi 
syarat-syarat keabsahan akad menurut ahli-ahli hukum Hanafi, 
meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. 
2) Faśάkh terhadap akad yang tidak mengikat (gair lazim), baik 
tidak mengikatnya akad tersebut karena adanya hak khiyat 
(opsi) bagi salah satu pihak dalam akad tersebut karena sifat 
akad itu sendiri yang sejak semula memang tidak mengikat. 
3) Faśάkh terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk 
mem-faśάkh-nya atau karena ada urbun. 
4) Fasakh terhadap akad karena salah satu pihak tidak 
melaksanakan perikataannya, baik karena tidak ingin untuk 
melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilakukan6. 
                                                          
6
 Ibid., hlm 30-31 
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2. Akad 
a. Pengertian  
Dalam Al-qur‟an ada dua istilah yang berhubungan dengan 
perjanjian yaitu al-„άqdư (akad) dan al-„ahqư (janji). Pengertian 
akad secara bahasa adalah ikatan dan mengikat, dikatakan ikatan 
(al-raith) maksudnya adalah himpunan atau mengumpulkan dua 
ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya sehingga 
keduanya bersambungan dan menjadi seperti seutas tali yang satu7. 
Dalam Kompilasi hukum Ekonimi Syariah (KHES), 
pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad 
tersebut dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih 
untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum 
tertentu8. Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberikan 
definisi akad sebagai : “pertalian antara ijab dan kabul yang 
dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap 
objeknya”. 
Abdoerraoef mengemukan terjadinya suatu perikatan atau 
perjanjian (al-aqdu‟) melalui tiga tahap yaitu sebagai berikut:  
                                                          
7
 Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Bartinli. Hukum Perikatan islam di 
Indonesia. Cet ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013). Hlm 15 
8
 Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Bartinli. Hukum Perikatan islam di 
Indonesia. Cet ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013). Hlm 52 mengutip pada 
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku ll tentang akad, Bab l pasal 20 butir 1 
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1) Al-„ahdu (perjanjian), yaitu pertanyataan dari seseorang untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada 
sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini 
mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan 
janjianya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah Swt 
dalam Qs Ali-lmron (3) : 76.  
2) Persetujuan yaitu, pernyataan setuju dari pihak kedua untuk 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai 
reaksi terhadap pihak pertama. Persetujuan tersebut harus 
sesuai dengan janji pihak pertama. 
3) Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya, oleh para 
pihak maka terjadilah apa yang dinamakan akdu oleh Al-quran 
yang terdapat dalam Qs. Al-Madinah (5) : 1 maka, yang 
mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian 
atau ahdu tetapi akdu9. 
b. Unsur-unsur Akad 
Akad adalah pertalian antara ijάb dan qabưl yang 
dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap 
objeknya. Dari definisi tersebut diperoleh tiga unsur yang 
terkandung dalam akad, sebagai berikut:10 
 
                                                          
9
 Gemala Dewi, Wirdyaningsih & Yeni Salma Bartinli. Hukum Perikatan islam di 
Indonesia. Cet ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013). Hlm 52 
10
 Ibid.,  hlm 54 
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1) ijab dan kabul 
Ijab adalah pernyataan kehendak oleh salah satu pihak (mujib) 
untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul 
adalah pernyataan menyetujui kehendak mujib tersebut oleh 
pihak lainnya (qάabil). Ijάb dan qάbul ini dalam pelaksanaannya 
haruslah berada pada satu tempat yaitu yang disebut dengan 
suatu perikatan. Bentuk dari ijάb dan qάbul beraneka ragam dan 
diuraikan pada bagian rukun dan akad.  
2) Dibenarkan oleh syara 
Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan 
atau larangan agama Islam atau hal-hal yang diatur oleh Allah 
SWT dalam Al-quran dan yang telah diajarkan oleh Nabi 
Muhammad SAW dalam hadist ataupun As-Sunnah. 
Pelaksanaan akad atau perjanjian, tujuan maupun objek akad 
tidak boleh bertentangan dengan Al-quran dan Hadist. Jika 
bertentangan maka akad tidak sah. 
3) Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Objeknya 
Akad atau kontrak yaitu salah satu dari tindakan hukum dengan 
akad mengakibatkan hukum terhadap objek hukum yang 
diperikatkan atau diakadkan oleh kedua pihak dan juga 
memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat 
para pihak. 
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c. Macam-macam Akad 
Akad jual beli menjadi lebih lengkap dengan terjadinya 
penyerahan barang (taqâbud). Pengakuan atas adanya  untung atau 
rugi dari salah satu pihak yang tidak berkenan dengan tujuan akad 
(seperti dapat dikatakan bahwa pembeli diharuskan membebaskan 
budak yang dia beli) adalah tidak sah membuat akad cacat. Suatu 
akad di dalam Islam terbagi menjadi beberapa, yaitu dari segi 
keabsahannya menurut syariat dan dari segi penamaannya Dari 
segi keabsahannya menurut syariat, dibagi menjadi dua11. 
1) Akad shahih, yaitu memenuhi rukun dan syaratnya 
2) Akad yang tidak shahih, terdapat kekurangan pada rukun dan 
syaratnya. 
Adapun dari segi penamaanya, terdiri menjadi dua sebagai berikut : 
a. Akad-akad yang namanya telah sesuai syariat dan 
dijelaskan hukumnya seperti jual-beli, sewa-menyewa, 
perserikatan, hibah, al-wakalah, wakaf, hiwalah, ji‟alah, 
wasiat dan perkawinan.  
b. Akad-akad yang penamaanya ditentukan oleh 
masyarakat, sesuai dengan kebutuhan tempat, seperti 
bai‟ al-istishna dan bai‟ al-wafa‟ 
 
                                                          
11
 Muhammad Yunus, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jaul-beli dalam 
Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food,” Jurnal Amwaluna, (Bandung) Vol. 2 Nomor 1, 2018 
hlm 151 
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d. Berakhirnya Akad 
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai 
tujuanya, dalam akad jual-beli misalnya, akad dipandang telah 
berakhir apabila barang telah dipindah milik kepada pembeli dan 
harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan 
pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila 
utang telah dibayar. 
Kecuali telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir 
juga apabila terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya. Fasakh 
terjadinya dengan sebab-sebab sebagai berikut12: 
1) Difasakh karena tidak dibenarkan syara‟, seperti akad rusak. 
Misalnya jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat 
kejelasan. 
2) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat 
atau majelis 
3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan 
akad yang baru saja dilakukan. Karena kewajiban yang 
ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak 
bersangkutan. 
4) Karena habis waktu 
 
 
                                                          
12
 Ahmad Azhar Basyir. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata lslam). 
(Yogyakarta: UII PRES. 2004) Hlm. 130-131 
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3. Jual-beli 
a. Pengertian 
Jual-beli menurut Islam, bahasa jual-beli terdapat dua kata, 
yaitu “jual” dan “beli”. Kedua kata ini dalam bahasa Arab sama 
dengan al-bai‟ dan al-syira‟. Keduanya merupakan rangkaian 
bermakna timbal balik. Di dalam Al-quran kedua kata itu 
disebutkan secara terpisah namun mempunyai makna bersamaan. 
Dalam Al-quran menyebutkan al-bai‟ ditempat lain menyebutkan 
al-syira‟13. Penyebutan secara masing-masing itu mempunyai satu 
makna. Karena adanya penjualan pasti ada pembelian demikian 
sebaliknya. 
Secara istilah jual-beli mempunyai arti luas segala bentuk 
yang berkaitan pemindakan hak milik barang atau aset kepada 
orang lain termasuk dalam ruang lingkup pengertian jual-beli. Jual-
beli bisa berupa pertukaran antara barang dengan barang atau 
(muqayyadah), uang dengan uang (shaaf) atau barang dengan uang 
(mutlaq). Secara hukum islam tidak memerinci secara jelas 
mengenai jual-beli yang diperbolehkan. Islam hanya menggaris 
bawahi norma-norma umum yang harus menjadi haluan bagi 
sebuah sistem jual-beli. Islam menghalalkan segala macam bentuk 
jual-beli asalkan tidak melanggar norma-norma dalam islam14.  
                                                          
13
 Dede Nurohman. Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam. Cet ke-1, (Yogyakarta: 
Teras, 2011) hlm 62 
14
 Ibid hlm 63 
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b. Rukun dan Syarat Jual-beli 
Jual beli pada fiqih disebutkan dengan âl-bai‟ư yang berarti 
menjual, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam 
definisi Ulama Hanafiah jual-beli yaitu, tukar menukar sesuatu 
yang diinginkan yang sepadan melalui cara tertentu yang 
bermanfaat. Melalui cara ijάb dan qάbul atau saling memberikan 
barang dan harga dari penjual dan pembeli, objek yang dijual 
bukanlah barang yang dilarang oleh syariat islam sesuai dengan 
hadist Nabi yang berarti sebagai berikut: 
Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli 
khamr, bangkai, babi dan patung ”  
Dasar hukum jual beli ialah ijma‟, yaitu karena manusia 
sebagai anggota masyarakat membutuhkan apa yang dihasilkan dan 
dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu 
jalan untuk mendapatkan suatu objek secara sah. Berdasarkan hal 
tersebut, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi 
kebutuhannya. Ekonomi Islam berdiri di atas prinsip perdagangan 
yang berdasarkan syari‟at, yaitu dengan mengembangkan harta 
melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan 
kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan muamalah syar‟iyyah, yang 
didasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai 
mu‟amalat) dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah 
Ta‟ala, misalnya, riba. Dalam transaksi jual beli harus terpenuhi 
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rukun dan syaratnya. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus 
ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut 
terdapat tiga macam15: 
1) akad, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli 
a) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara 
ucapan penjual dan pembeli 
b) Tidak boleh ada kata-kata lain antara penjual dan pembeli 
saat sedang melakukan akad jual-beli berlangsung 
2) Pihak yang berakad 
3) Benda atau barang  yang diakadkan (ma‟qud alaih) 
Syarat jual-beli dibagai menjadi dua, yaitu syarat objek 
jual-beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual-
beli. syarat objeknya sebagai berikut: 
1) Suci dan bisa disucikan  
2) Bermanfaat menurut hukum Islam 
3) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu 
4) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu. 
5) Dapat diserahkan  
6) Milik sendiri 
7) Tertentu atau dapat diindrakan 
 
                                                          
15
 Muhammad Yunus, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jaul-beli dalam 
Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food,” Jurnal Amwaluna, (Bandung) Vol. 2 Nomor 1, 2018 
hlm 148-150  
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c. Dasar Hukum Jual-beli 
Jual-beli telah disahkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma‟ 
umat, adapun dalil yang digunakan dari Al-quran yaitu Firman 
Allah SWT 
QS. Al-Baqarrah (2):275  
...َبِّزلا َمَّزَحَو َعِيَبْلا ُهَّللا َّلَحَأَو ا...16  ۚ  
“Allah Telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.” 
Riba adalah haram dan jual-beli adalah halal. Tidak semua 
akad jual-beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh 
sebagian orang. Hal ini dikarenakan huruf alif dan lam dalam ayat 
tersebut untuk menerangkan jenis, dan bukan untuk yang dapat 
dijadikan referensi, dan jika ditetapkan bahwa jual-beli adalah 
umum, maka ia dapat dikhususkan dengan apa yang kami sebutkan 
berupa riba dan yang lainnya dari benda yang dilarang untuk 
diakadkan seperti minuman keras, bangkai, dan yang lainnya dari 
apa yang disebutkan dalam sunnah dan ijma para ulama akan 
larangan tersebut17. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam 
QS. An-nisa’ (4):29 
                                                          
16
 QS. AL-Baqarrah 2: 275 
17
 Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqh Muamalah Sisten Transaksi dalam Fiqh lslam. 
Cet ke-3.(Jakarta: Amzah, 2017) hlm 26-27 
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 ِنُكٌَِيَب ِنُكَلاَىِهَأ اىُلُكْأَت اَل اىٌَُهآ َييِذَّلا اَهُّيَأ اَي ْىَأ اَّلِإ ِلِطاَبْلاِب
 ِنُكٌِِه ٍضاَزَت ِيَع ًةَراَجِت َىىُكَت  ۚ  ِنُكَسُفًَِأ اىُلُتْقَت اَلَو  ۚ  َىاَك َهَّللا َّىِإ
اّويِحَر ِنُكِب18 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 
jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 
kamu. 
Allah mengharamkan mengambil harta orang lain dengan 
cara batil yaitu tanpa ganti rugi dan riba, yang demikian itu adalah 
batil berdasarkan ijma‟ umat dan termasuk didalamnya juga semua 
jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara‟ baik karena 
ada unsur riba atau jahala (tidak diketahui), atau karena kadar ganti 
yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika 
yang di akad kan itu adalah harta perdagangan, maka boleh dijual-
belikan. Ada juga yang mengatakan istishna‟ (pengecualian) dalam 
ayat diatas bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah 
dari harta perdagangan dan perdagangan merupakan gabungan 
antara penjual dan pembeli19. 
Sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari 
Rasulullah Saw beliau bersabda: “sesungguhnya jual-beli itu atas 
                                                          
18
  QS. Anissa (4):29  
19
 ibid 
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dasar ridha”  ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, 
Nabi menjawab: “ usaha sesorang dengan tangannya sendiri, dan 
setiap jual-beli yang mabrur”. Jual-beli yang mabrur adalah setiap 
jual-beli yang tidak ada dusta, sedangkan dusta itu adalah 
penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah 
menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun 
makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamarkan 
bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia 
menyifatkan dengan sigat yang tidak benar atau memberi tahu 
harga yang dusta20.  
d. Macam-macam jual-beli 
Fiqh muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan 
macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang 
dilarang oleh Islam. Macam atau jenis jual beli tersebut ialah21. 
1) Bai‟al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa 
dengan uang.. 
2) Bai‟ al muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi 
antara barang dengan barang (barter).  
3) Bai‟ al sharf, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata 
uang asing dengan mata uang asing lain.  
                                                          
20
 Ibid,  hlm 28 
21
 Muhammad Yunus, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jaul-beli dalam 
Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food,” Jurnal Amwaluna, (Bandung) Vol. 2 Nomor 1, 2018 
hlm 151-153 
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4) Bai‟ al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. 
Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan 
jelas barang yang di perjualbeli kan, termasuk harga pembelian 
dan keuntungan yang diambil. 
5) Bai‟al musawamah adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak 
memberitahukan haga pokok dan keuntungan yang didapatnya. 
6) Bai‟ al muwadha‟ah yaitu jual beli dimana penjual melakukan   
penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga 
pasar atau dengan potongan (discount). penjualan semacam ini 
biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva 
tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah. 
7) Bai‟as salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar 
uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan 
spesifikasinya, sedangkan barang yang di perjualbeli kan itu 
akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. 
Bai‟ as salam biasanya dilakukan untuk produk-produk 
pertanian jangka pendek.  
8) Bai‟ al istishna‟ hampir sama dengan bai‟ as salam, yaitu 
kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar 
lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-
syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli 
diproduksi dan diserahkan kemudian 
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Diantara jenis-jenis jual-beli tersebut, yang lazim 
digunakan dalam transaksi adalah yang didasarkan pada 
prinsip bai‟ al-Murabahah, bai‟ as-salam dan bai‟ al-istishna. 
e. Perjanjian Jual-beli 
Sebuah perjanjian harus dilafazkan, artinya secara lisan 
atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain. Dengan kata 
lain lafazh adalah ungkapan yang diucapkan orang yang 
melakukan akad untuk menunjukan kemauannya yang mengartikan 
bahwa akad itu sudah berlangsung. Lafaz  harus mengandung serah 
terima (ijab-qabul). Syarat sahnya perikatan jual-beli menurut 
islam, apabila dimasukkan dalam sistematika KUHPerdata, yaitu 
bahwa perjanjian adalah sah jika dibuat berdasarkan kesepakatan, 
adanya kecakapan pihak penjual dan pembeli, adanya objek 
tertentu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan 
harus dimotivasi (terdapat causa) yang diperbolehkan oleh hukum 
syara‟22. 
f. Hak dan Kewajiban para Pihak 
Dalam sebuah perjanjian timbal-balik, seperti perjanjian 
jual-beli menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan 
kewajiban secara timbal-balik sebagai berikut: 
 
 
                                                          
22
 Abdul Ghofur Anshori. Hukum Perjanjian Islam di lndonesia (Konsep, Regulasi dan 
Implementasi). Cet ke-1. ( Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010) hlm 44 
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1). Pihak pembeli 
a). Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai 
dengan kesepakatan  
b). Berhak menerima penyerahan barang obyek perjanjian jual-beli 
2). Pihak Penjual 
a). Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan 
kesepakatan yang telah dibuat 
b). Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi. 
c). Berhak memperoleh uang pembayaran 
Apabila salah satu pihak tidak memenuhi tanggunganya 
maka ia dalam kondisi wanprestasi. Kontek KUHPerdata 
wanprestasi mengakibatkan tuntutan ganti kerugian, maupun 
pemutusan perjanjian jual-beli. Begitu juga dalam perjanjian jual-
beli menurut hukum islam, hanya saja dalam hukum islam tidak 
diperbolehkan ganti rugi seperti bunga atau riba dan nilai perkiraan 
besarnya keuntugan yang akan diperoleh dalam hal tidak terjadi 
wanprestasinya satu pihak23.  
g. Jual-beli Dengan Perantara 
Dalam isitilah hukum Islam, istilah 
perantara/broker/maklar/pialang dikenal dengan simsar, yaitu 
orang yang menjadi penghubung atau perantara yang melancarkan 
proses terjadinya jual-beli antara pihak penjual dengan pihak 
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pembeli. Dalam hukum islam, mengenai perantara ini perbolehkan. 
Hal ini didasari oleh pendapat lbnu Abbas bahwa tidak mengapa, 
seseorang berkata: juallah ini bagiku seharga sekian (jika lebih) 
kelebihanya untukmu. 
Dengan praktiknya, masalah perantara atau yang lebih 
dikenal dengan broker atau pialang sudah menjadi kebiasaan orang 
dewasa ini. Sebagai kontraprestasi terhadap orang atau lembaga 
yang memberikan jasa perantara, biasanya berupa pemberian 
provisi/komisi/fee yang besarnya sejumlah presentase tertentu dari 
harga pokok barang. 
Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, lingkup 
perdagangan tidak hanya untuk kehidupan konsumsi sehari-hari 
saja. Di lndonesia sendiri dikenal adanya jual-beli valuta asing dan 
jual-beli saham yang terjadi di lantai bursa. Dengan kondisi ini, 
maka eksistensi dari lembaga perantara menjadi sangat penting. 
Dalam kontek perdangangan saham, ternyata sudah diintrodusir 
adanya Jakarta islam indek yang menjadi salah satu untit jual-beli 
saham Bursa Efek Jakarta yang basis pengelolaanya bersadarkan 
pada prinsip syari‟ah24.  
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4. Jual-beli Online 
a. Pengertian  
Jual beli secara online merupakan bentuk tukar menukar 
harta dengan barang melalui media online, yakni dengan 
memanfaatkan teknologi internet. Berkembangnya teknologi akan 
sangat memberikan dampak besar terhadap perlindungan hak-hak 
konsumen yang selama ini menjadi sasaran dari bisnis eleketronik 
tersebut. Hubungan hukum terjadi antara para pihak yang 
menggunakan fasilitas internet tersebut berdasarkan subjek 
hukum.25 
Dalam transaksi jual-beli online, penjual melaksanakan 
penawaran terhadap barang yang dimiliki untuk dijual melalui 
media sosial dengan memasukan penawaran tersebut dalam situs, 
baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau 
memasukkannya dalam situs lain. Pembeli dapat leluasa 
melakukan transaksi mana yang sesuai dengan yang mereka cari. 
Dalam menjelajah situs, pembeli layaknya orang yang berbelanja 
secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang 
oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari 
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maka pembeli juga dapat dengan mendapatkan barang yang 
diinginkan pada situs tersebut seperti pada toko konvensional26. 
Online contract fenomena baru, tetapi semua negara tetap 
memberlakukan asas-asas dan peraturan, hukum kontrak yang telah 
dianutnya. Dikenal asas-asas universal tentang pembuatan suatu 
perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsensual, asal kebebasan 
berkontrak, prinsip itikad baik, syarat sahnya perjanjian dan lain-
lain27. Barang yang ditransaksikan dalam jual-beli online ada yang 
memang telah ada, atau yang bersifat pesanan. 
Untuk jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad jual-
beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang 
dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual-beli tersebut sah. 
Apabila ternyata berbeda, maka pembeli boleh menerima atau 
membatalkan transaksi jual-beli dengan menggunakan hak khiyar28. 
karakteristik bisnis online, yaitu:  
1) Ttransaksi dua belah pihak;  
2) Pertukaran barang, jasa, atau informasi;  
3) Internet merupakan media utama29. 
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Keuntungan yang diperoleh konsumen dari jual-beli online sebagai 
berikut
30
: 
1) Pembeli tidak wajib berkunjung ke toko untuk melihat barang, 
cukup melalui Internet, pilih barang dan melakukan pemesanan 
barang, dan barang akan sampai dirumah.  
2) Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja. 
3) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam.  
4) Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di 
Negara lain secara online.  
5). Harga yang ditawarkan sangat komfetitif, karena tingkat 
persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga 
mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara 
menawarkan harga serendah-rendahnya Keuntungan jual beli 
online bukan hanya diperoleh konsumen, penjual juga 
mendapatkan keuntungan dimana penjual tidak perlu menyewa 
toko untuk mempromosikan produknya, selain itu penjual 
dapat manfaakan teknologi untuk menjangkau market seluruh 
dunia, dengan demikian dapat menghemat biaya promosi. Di 
sisi lain, keuntungan yang mendasar yang ada pada transaksi 
jual beli online ini adalah memiliki tingkat kejujuran dan 
kepercayaan yang tinggi sehingga keduanya tidak pernah 
merasa dirugikan. 
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Menurut, Sofie selain keuntungan yang didapat penjual 
dan pembeli, terdapat kerugianya adalah sebagai berikut
31
: 
1) Produk tidak dapat dicoba. 
 Dalam jual beli online produk yang ditawarkan adalah bermacam-
macam dan beragam, dan semua produk tersebut tidak dapat 
dicoba. Penjual online menyediakan ukuran.. 
2). Standar dari barang tidak sesuai  
Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli online 
adalah barang tidak sama dengan aslinya.  
3). Pengiriman mahal.  
Pemilik toko online masih memerlukan jasa pengiriman, 
pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya. 
4). Risiko penipuan  
Dalam jual beli via intenet, toko berbasis web memang rentan akan 
penipuan. Pastikan belanja di website online yang dapat 
diandalkan. Bahayanya uang akan diteruskan ke penjual meskipun 
produk tidak dikirim dan tidak pernah dikirimkan selamanya. 
b. Rukun dan syarat  
Rukun jual-beli online pada prinsipnya sama dengan rukun 
jual-beli pada umumnya
32
. Syarat ijab qabul harus diartikan 
sebagai adanya kesepakatan para pihak, hal ini juga dapat 
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mengalami permasalahan. Dalam jual-beli online, kesepakatan para 
pihak lahir dengan karena penawaran terhadap barang dengan 
harga tertentu dari pihak penjual yang tertera didalam internet. 
Pihak pembeli tertarik dengan yang ditawarkan oleh penjual, ia 
kemudian memberikan persetujuan dengan mengklik simbol 
barang yang ada dilayar komputer, lalu memesannya. Maka, ketika 
itu telah terjadi kesepakataan kedua belah pihak untuk melakukan 
perjanjian. Perbedaan adalah bahwa pihak penjual dan pembeli 
tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui perantara, yaitu 
media internet. Persyaratan mengenai ijab qabul dalam jual-beli 
online sebagai berikut33: 
1) Jelasnya ijab dan qabul 
Akad dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang 
penting adalah antara ijab dengan kabulnya jelas.  
2). Kesesuaian antara ijab dan qabul  
Pada dasarnya jual-beli online harus dilakukan jika pembeli dan 
penjual berada dalam satu mejelis atau tempat. Jika syarat 
barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi 
yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual-beli online 
dapat dilakukan dalam satu majelis yang maya dan jual-beli 
online tersebut sah. Dalam transaksi ini, pembeli dan penjual 
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tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti fisik dan bisa 
saja transaksi dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda. 
3). Menunjukan kehendak para pihak 
Dapat diartikan dengan pernyataan mengungkapkan kehendak 
para pihak yang harus mencerminkan sukarela.  
Secara keseluruhan, pedagangan jual-beli online tidak 
bertentangan dengan syariat lslam, selama telah memenuhi hal-
hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut 
Hukum Perikatan lslam. Dengan kata lain, jual-beli online 
dapat disahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya telah 
sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perikatan lslam.  
c. Sistem jual-beli online 
Tahapan dalam jual-beli online34 
1) Berbagi informasi merupakan proses paling awal dalam 
transaksi. Pada tahap ini, pembeli biasanya melakukan browsing 
di internet untuk mendaptkan informasi tentang produk tertentu 
yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu dapat 
diperoleh langsung baik melalui website pedagang maupun 
Media Sosial 
2) Online order, merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli 
yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. 
Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan 
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perlu memiliki pusat data (corporate database) yang 
menyediakan informasi yang memadai baik terkait dengan 
berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara 
pembeliannya. Untuk pemesanan melalui website, para 
pedagang (merchant) biasanya menyediakan katalog yang 
berisikan daftar barang (product table) yang akan dipasarkan. 
Setelah pengisian form pemesanan (order form) dilakukan, 
biasanya dalam website disediakan pilihan tombol untuk 
konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. 
3) Online Transaction, yaitu suatu proses perdagangan yang 
dilakukan secara online. Untuk melakukan transaksi online, 
banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui internet 
seseorang dapat melakukan transaksi online dengan cara chating 
atau melalui video conference secara audio visual. Bukti adanya 
kesepakaan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektronik 
(record) yang disetujui oleh kedua pihak secara digital (diginal 
signature) sebagai bukti keabsahan dan kesediaan untuk 
menjalankan hak dan kewajiban. 
4) E-Payment, merupakan suatu sistem pembayaran yang 
dilakukan elektronik. 
B. Bai’ Al-lstishna’ 
a. Pengertian  
41 
 
Bai‟ istishna adalah jual-beli dengan berdasarkan pemesanan 
dimana pembayaran dilakukan di depan atau uang muka
35
. Transaksi 
Bai‟ al-istishna merupakan kontrak perjanjian dalam penjualan antara 
pembeli dan pembuat barang. Dalam kontak ini pembuat barang 
menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui 
orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi 
yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua 
belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran apakah 
pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan 
sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Menurut jumhur 
ulama Fuqaha, bai‟ al-istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad 
bai as-salam. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. 
Dengan demikian, ketentuan bai al-istishna mengikuti ketentuan dan 
aturan akad bai as-salam.  
Dalam literatur fiqh klasik, masalah istishna‟ mulai mencuat 
setelah menjadi bahan bahasan mazhab Hanafi seperti yang di 
kemukakan dalam al-Ahkam al-Adliya. Akademi fiqih islam pun 
menjadikan masalah ini sebagai salah satu bahasan khusus. Karena itu, 
kajian akad bai al-istishna‟ didasarkan pada ketentuan yang 
                                                          
35
 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankkan Syari‟ah. Cet ke-1. 
(Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm 55  
42 
 
berkembang oleh fiqh Hanafi dan perkembangan fiqh selanjutnya 
dilakukan fuqaha kontemporer36. 
Literatur fikih klasik disebutkan istishna sebagai kelanjutan 
dari bai‟ as-salam. Adapun yang membedakannya dengan bai‟ as-
salam adalah pada metode pembayaran sifat kontaknya. Pada bai‟ as-
salam, pembayaran harus dilakukan pada saat pelaksanan akad 
sedangkan istishna, pembayaran lebih bersifat fleksibel dimana tidak 
dilakukan secara lunas tetapi bertahap sesuai dengan yang diterima 
pada waktu tertentu. Sifat kontrak pada bai‟ as-salam adalah mengikat 
secara asli (thabi‟i) pada semua pihak dari semula, sedangkan pada 
istishna‟ bersifat mengikat secara ikutan untuk melindungi produsen 
sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsemen37.  
Bai‟ al-istishna dalam  Peraturan Bank Indonesia (PBI) 
diartikan sebagai jual-beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan 
barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan 
pembayaran sesuai kesepakatan. Secara teknis pembiayaan akad bai‟ 
al-istishna sebagai berikut38: 
1) Penjual menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, 
kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat dan harga yang disepakati. 
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2) Pembayaran oleh nasabah kepada bank tidak boleh dalam bentuk 
pembebasaan utang nasabah kepada bank 
3) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan 
kesapakatan 
4) Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. 
b. Landasan Syariah  
Bai‟ Istishna merupakan lanjutan dari bai‟ as-salam maka 
secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai‟ as-salam juga 
berlaku pada bai‟ istishna. Sungguh demikian, para Ulama membahas 
lebih lanjut “keabsahan” bai istishna. Menurut mazhab Hanafi, bai‟ 
istishna termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan 
semangat bai‟ secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi 
bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. 
Sedangkan dalam istishna pokok kontrak belum ada atau tidak dimiliki 
penjual. Meskipun demikian, Mazhab Hanafi menyetujui kontrak 
istishna atas dasar istishna karena alasan-alasan sebagai berikut39 . 
1) Masyarakat telah mempraktikan bai‟ istishna secara luas dan terus-
menerus tanpa ada keberatan sama sekali. 
2)  Dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas 
berdasarkan ijma‟ ulama 
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3) Keberadaan bai‟ al-istishna didasarkan atas kebutuhan masyarakat. 
Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia 
dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang 
lain membuatkan barang untuk mereka. 
4) Bai istishna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan 
kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah. 
  Fuqoha kontemporer berpendapat bahwa bai‟ istishna 
adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu 
memang jaul-beli biasa si penjual akan mampu mengadakan barang 
tersebut pada saat penyerahan, demikian juga kemungkinan terjadi 
perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan 
pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material 
pembuatan barang tersebut. Secara umum skema bai istishna dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
Tabel 1. Skema tentang bai Istishna 
40
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  Landasan syari‟ah istishna adalah akad jual-beli dimana 
produsen ditugaskan untuk membuatkan suatu barang pesanan sesuai 
permintaan pemesan
41
  
c. Bai istishna dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Dalam bukum kompilasi hukum ekonomi syariah jual-beli 
dengan cara pesanan atau nama istilah fiqh muamalah sering 
disebut dengan bai‟ istishna. Dalam kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah juga mengatur mengenai bai‟ istishna dalam beberapa 
pasal42. 
Pasal 104 : bai istishna mengikat setelah masing-masing  pihak 
sepakat atas barang yang dipesan 
Pasal 105  : bai‟ istishna dapat dilakukan pada barang yang 
dapat dipesan 
Pasal 106  : bai‟ istishna, identifikasi dan deskripsi barang yang 
dijual harus sesuai permintaan pemesan 
Pasal 107 : pembayaran dalam bai‟ istishna dilakukan pada 
waktu dan tempat yang disepakati 
Pasal 108 : (1). Setelah akad jual-beli pesanan mengikat, tidak 
satu pihakpun boleh tawar-menawar kembali terhadap 
isi akad yang sudah disepakati 
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 (2). Apabila objek dari barang pesanan tidak sesuai 
dengan spesifikasinya, maka pemesan dapat 
menggunakan hal pilihan khiyar untuk melanjutkan 
atau membatalkan pesanan 
d. Fatwa DSN-MUI tentang jual-beli bai’ istishna 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 06 Tahun 2000 tentang 
jual-beli istishna. Dalam fatwa tersebut dijelaskan arti jual-beli 
istishna secara termonologis, yaitu akad jual-beli dalam bentuk 
pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan 
persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 
(pembeli/mustashni) dan penjual (shani)43. 
Dasar hukum dibolehkannya jual-beli salam tidak 
bersumber dari Al-qur‟an dan hadist, tetapi berdasarkan pada 
pendapat (qaul) ulama sehingga dalam Fatwa DSN-MUI No. 6 
tahun 2000 dinyatakan bahwa ulama mazhab Hanafi berpendapat 
tentang bolehnya (jawaz) akad jual-beli istishna karena hal itu telah 
dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada 
pihak (ulama) yang mengingkarinya44. 
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Ketentuan hukum yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI 
NO. 6 Tahun 2000 adalah sebagai berikut45: 
1). Ketentuaan mengenai pembayaran : 
a). Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik  
berupa uang, barang atau manfaat  
b).  Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan 
c). Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang 
2). Ketentuan terkait barang : 
a). Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang 
b). Harus dapat dijelaskan spesifikasinya 
c). Penyerahannya dilakukan kemudian 
d). Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan  
berdasarkan kesepakatan 
e). Pembeli (mustashni‟) tidak boleh menjual barang sebelum  
menerimanya 
f). Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis  
sesuai kesepakatan 
g). Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan  
kesepakatan, pemesanan memiliki hak khiyar (hak memilih)  
untuk melanjutkan atau membatalkan  
3). Ketentuan lain : 
a). Dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan  
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kesepakatan hukumnya mengikat. 
b). Semua ketentuan dalam jual-beli salam yang tidak disebutkan 
diatas berlaku pada jual-beli istishna 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lusyhijab 
1. Perkembangan Lusyhijab 
Lusyhijab berdiri sekitar 3 tahun yang lalu atau sekitar 
tahun 2016, nama dari Lusyhijab diambil dari nama pemilik toko 
online sendiri yang bernama Lusy Dyah Erikawati. Pada awal 
memulai bisnis online Lusyhijab hanya ingin mencari uang 
tambahan kuliah, pada awalnya memulai bisnis online Lusyhijab 
tidak mudah dalam mendapatkan pembeli (customer). Dalam satu 
bulan pertama berdirinya onlineshop Lusyhijab belum 
mendapatkan pembeli (customer) setelah bisnis onlineshop 
berjalan tiga bulan, Lusyhijab baru mendapatkan pembeli 
(customer) 1-2 pembeli dalam 3 bulan pertama berdirinya 
onlineshop Lusyhijab. 
Pada awal berdirinya Lusyhijab, karena belum mengetahui 
bahwa daerah Solo ada  pusat toko grosir dan toko online banyak 
dan lengkap semua ini dikarenakan rumah owner (pemilik) ada di 
Sragen dan kurangnya informasi mengenai onlineshop yang ada di 
Solo. Lusyhijab menjadi tangan kedua dari para onlineshop-
onlineshop yang ada di Solo, dengan berjalannya waktu setelah 
mengetahui keberadaan pusat toko grosir dan toko online 
Lusyhijab memulai dengan menjadi tangan pertama (reseller) 
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langsung dari toko (suplayer) online, meskipun butuh waktu satu 
tahun untuk menjadi reseller tetap1. 
2. Kebijikan Lusyhijab 
Dari kendala-kendala yang ada Lusyhijab memiliki 
beberapa kebijikan dengan salah satu caranya dengan sistem 
preorder atau PO, yang mengharuskan membeli memesan barang 
yang sudah disediakan pada katalog akun instagram dari 
Lusyhijab, dalam katalog tersebut terdapat keterangan lengkap 
untuk barang dan cara order (pemesanan) atau dalam fiqh 
mualamah disebut dengan istilah bai’ al-istishna. Dalam hukum 
lslam, pesanan harus memenuhi rukun-rukun seperti ijab dan 
kabul, tujuan dalam bai’ istishna adalah barang-barang yang 
dipesan, bukan pekerjaannya2. 
Lusyhijab mengharuskan pembelinya untuk memesan 
barang yang sudah ada pada katalog dengan ketentuan pembeli 
harus membayar 70%-100%  dari harga jual dan mengisi form 
yang sudah disediakan oleh pihak Lusyhijab. Pembayaran 
dilakukan pada awal pemesanan sebagai “tanda jadi” bahwa 
pembeli bersedia membeli barang pada Lusyhijab. Setelah 
pembayaran uang muka sebesar 70%-100% selesai pembayaran 
                                                          
1
 Lusy Dyah Erikawati, Pemilik Lusyhijab wawanccara pribadi pada 28 Juni 2019 pukul 
17.00-18.00 Wib 
2
 Siah Khosyi’ah. Fiqh Muamalah Perbandingan. Cet ke-1. (Bandung: Pustakan Setia. 
2014) hlm 118 
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uang muka baru barang pesanan akan diproses oleh Lusyhijab, 
barang akan sampai pada pembeli pada 1-2 Minggu setelah 
pembayaran diselesaikan. Jika pembeli membatalkan pesanan 
maka uang muka tidak dapat dikembalikan lagi kepada pembeli3.  
Selain sistem preorder yang di terapkan oleh Lusyhijab 
namun juga sistem blacklist untuk menghindari penipuan ataupun 
pembatalan sepihak yang akan dilakukan oleh pembeli ataupun 
penjual. Blacklist diartikan sebagai daftar hitam yaitu nasabah atau 
pembeli yang telah melakukan kesalahan, penipuan ataupun 
pelanggaran kedala ini bersifat umum banyak dialami oleh pebisnis 
online4.  
Sistem ini dipilih oleh Lusyhijab sangat membantu untuk 
mengurangi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli. 
Dengan sistem blacklist biodata pembeli yang telah membatalkan 
pesanan akan tersebar pada media sosial seperti Instagram, 
WhatsApp, Facebook ataupun web resmi yang dimiliki oleh 
penjual5. 
 
                                                          
3Sholihatun Nurul Jannah “Analisis Open Order dan Close Order Terhadap Minat Beli 
Produk Online Shop Study pada SNJ collection” Jurnal Kompetensi (Madura). Vol 11, No. 2, 
Oktober 2017 Hlm 245 
4
 Pamela Nanda Casebella “Analisis Hukum islam Tentang Blacklist Terhadap Sistem 
Preorder jual-beli online (Study kasus pada media sosial lnstagram NessanShop)”, skripsi tidak 
diterbitkan, Fakultas Syariah, Jurusan Mualamah Universitas islam Negeri Intan Lampung. 
Lampung. 2018. Hlm 40 
5
 Lusy Dyah Erikawati, pemilik Lusyhijab, Wawancara pribadi pada 21 Mei 2019 pukul 
13.00-14.00 Wib 
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3. Kelebihan Lusyhijab 
Dalam menjalankan bisnis onlineshop Lusyhijab memiliki 
banyak kelebihan yang membuat para pembeli dari Lusyhijab 
yakin serta berlangganan pada Lusyhijab. Lusyhijab dalam 
melakukan bisnis onlineshop memiliki cara tersendiri untuk 
mempertahankan para pembelinya agar tidak berpindah kepada 
onlineshop lain. Menurut Erik pembeli dari Lusyhijab yang 
sekarang sudah menjadi pembeli tetap pada Lusyhijab, dalam 
melayani pembeli Lusyhijab sangat ramah dan amanah6. 
Amanah dikarenakan dalam melayani pesanan dari pembeli 
Lusyhijab mengecek keadaan barang yang dipesan oleh pembeli 
serta pemberian kesempatan return (pengembalian barang pesanan) 
1x24 jam dengan catatan kesalahan dari pihak Lusyhijab, hanya 
boleh return barang tidak boleh return uang, serta Lusyhijab juga 
dapat melayani pembeli dalam partai besar atau grosir dalam waktu 
yang cepat
7
. 
Respon dari pemilik Lusyhijab sendiri dalam melayani 
pembeli juga sangat cepat dan ramah. Dalam hal pengembalian 
barang yang cacat atau tidak sesuai dengan pesanan Lusyhijab 
cepat dalam menanganinya, untuk pengembalian barang seperti ini 
                                                          
6
 Erik, pembeli tetap Lusyhijab,  Wawancara pribadi pada 28 Juni 2019 pada puku 17:00 
sampai dengan pukul 19:00 wib 
7
 Adi Nugroho, pelanggan Lusyhijab, Wawancara pribadi pada 28 Juni 2019 pada pukul 
16:00 sampai dengan pukul 17:00 wib 
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dapat dilakukan selama 1x24 jam dengan catatan kesalahan dari 
pihak Lusyhijab
8
. 
Rahmawati salah satu pelanggan dari Lusyhijab yang juga 
berjualan baju dirumahnya. Menurutnya, Lusyhijab dalam 
melayani pembeli sangat baik, bahwa untuk pesanan dalam jumlah 
yang besar Lusyhijab juga cepet dalam merespon pesanan dan 
kesedian barang. barang yang ada sesuai dengan keterangan 
gambar yang sudah disediakan pada akun lnstagram dari Lusyhijab 
4. Prosedur pemesanan Lusyhijab 
Lusyhijab dalam mempromosikan barang dagangannya 
dengan cara memposting barang daganganya pada akun media 
sosial dari Lusyhijab yaitu lnstagram, WhatsApp, Facebook dan 
Market place serta grup khusus untuk para reseller atau pelanggan 
tetap dari Lusyhijab. Katalog barang dari Lusyhijab ini dapat 
dilihat semua orang. 
Jika pembeli ingin melakukan pemesanan maka pembeli 
diwajibkan melihat barang yang sudah tersedia lengkap dengan 
keterangan dari barang tersebut yang sudah dijelaskan mulai dari 
harga, warna, ukuran, bahan dan pembayaran serta adanya 
ketentuan lain yang dimiliki oleh Lusyhijab. 
Pembeli yang sudah yakin dengan barang pesanannya 
pembeli akan diwajibkan mengisi form order yang sudah 
                                                          
8
 Rahmawati, Pelanggan Lusyhijab, Wawancara pribadi pada tanggal 29 juni 2019 
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disediakan oleh Lusyhijab sebagai tanda perjanjian diantra mereka 
berdua. Dalam form order atau form perjanjian tersebut pembeli 
harus mengisi diantaranya9: 
a) Nama lengkap  
b) Alamat lengkap 
c) Pesanan, kode, ukuran, warna 
d) Pembayaran 
e) Nomer telfon 
f) Penyerahan barang cod atau pengiriman 
Form ini wajib diisi oleh pembeli yang akan melakukan 
transaksi pembelian. Setelah melakukan pengisian form sebagai 
tanda jadi transaksi jual-beli dengan Lusyhijab. Maka dengan 
pengisian ini pembeli juga harus menerima segala konsekuensi 
apabila membatalkan kontrak atau akad jual-beli tersebut. 
Seletah pengisian form pembeli akan memilih cara 
penyerahan barang yaitu dengan cara COD atau dengan 
pengiriman. Apabila dengan cara COD maka pembeli harus 
menunggu barang ready (siap) selama 3-7 hari dari pengisian form 
tersebut ini dikarenakan Lusyhijab menganut sistem PO (Preorder) 
barang tidak ready stok. Untuk penyerahan menggunakan 
ekpedisi/jasa pengiriman pembeli harus menunggu kedatangan 
barang sekitar 7-14 hari dari pengisian form dan pembayaran uang 
                                                          
9
 Ibid 
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muka sebesar 100% dari harga jual barang dan biaya pengiriman 
ekspedisi10. 
5. Kendala Lusyhijab 
Dalam menjalankan bisnis online Lusyhijab banyak 
mendapatkan beberapa kendala diataranya kendala pertama ketika 
harus kehabisan stok barang dari toko suplayer dan harus dengan 
cekatan beralih toko ke yang lain, untuk mendapatkan barang 
pesanan agar pembeli tidak membatalkan pemesanan dan beralih 
kepada toko onlineshop lain. Kendala yang kedua, yaitu saat 
barang tidak bisa untuk di keep (pesen ditoko) yang mengharuskan 
Lusyhijab mengambil barang secepat mungkin kepada suplayer 
agar barang tidak dijual kepada reseller lain.  
Kendala ketiga, yaitu mengenai modal, karena terdapat 
beberapa pembeli (customer) yang menunda-nunda untuk 
mengambil barang ataupun mentransfer uang muka dengan 
berbagai alasan, ada juga pembeli yang menunda untuk melakukan 
COD (Cash On Delivery) ini mengakibatkan kerugian bagi 
Lusyhijab karena ini menghambat untuk Lusyhijab dalam 
menerima orderan barang yang selanjutnya, pembengkakan biaya 
yang dialami Lusyhijab ini jika berlarut dapat mengakibatkan 
kebangkrutan. Kendala keempat, saat barang sudah datang dan 
                                                          
10
 Lusy Dyah Erikawati, Pemilik Lusyhijab, Wawancara pribadi pada 23 Mei 2019 pada 
pukul 10:00 sampai pukul 12:00 wib 
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pembeli membatalkan pemesanan, Lusyhijab harus menanggung 
biaya barang tersebut (modal)11. 
B. Pembatalan Akad Jual-beli pada Lusyhijab 
Jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang 
satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang 
dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan12. 
Transaksi jual-beli yang terjadi pada Lusyhijab dalam satu tahun 
terhitung dari mulai bulan Juni 2018 sampai dengan Juni 2019 sebesar 
5787 transaksi13. 
Dengan pesanan atau order yang didapat oleh Lusyhijab dalam 
setiap bulan sebanyak 300 sampai dengan 450 pemesanan barang 
mulai dari gamis, celana, rok, dan jilbab. Dalam setiap bulan pesanan 
atau orderan yang didapat oleh Lusyhijab berbeda-beda tidak sama. 
Ada di bulan tertentu pesanan akan naik pesat dari bulan-bulan 
sebelumnya ada juga bulan dimana orderan sepi menurun drastis. 
Pada bulan puasa dan menjelang lebaran pemesanan baju, 
gamis dan jilbab meningkat pesat dibanding dengan bulan-bulan 
lainnya. Dibulan ini (bulan-bulan menjelang lebaran) Lusyhijab bisa 
mendapatkan pesanan atau orderan sebanyak 111% persen dari bulan 
                                                          
11
 Lusy Dyah Erikawati, Pemiliki Lusyhijab, Wawancara Pribadi pada 29 Juni 2019 
pukul 20.00 – 21.00 Wib 
12
 Ketut Oka Setiawan. Hukum Perikatan. Cet Ke-1. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2016) Hlm 
158  
13
 Lusy Dyah Erikawati, pemilik Lusyhijab, Wawancara Pribadi pada 29 Juni pukul 
20.00 – 21.00 Wib 
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sebelumnya14.  Untuk bulan–bulan  berikutnya setelah lebaran pesanan 
cenderung turun dari bulan sebelumnya15. Berikut adalah tabel 
transaksi pesanan dari Lusyhijab16 
Tabel.2. Tabel Transaksi pemesan Lusyhijab 
 
No 
 
   Waktu 
 
Jumlah pesanan  
 
 
1. 
 
Juni 2018 
Gamis : 199 
Rok : 20 
Jilbab : 99 
Celana : 12 
 
2. 
 
Juli 2018 
Gamis : 225 
Rok : 20 
Jilbab : 185 
Celana : 20 
  Gamis : 20 
                                                          
14
 ibid 
15
 ibid 
16
 Lusy Dyah Erikawati, Pemilik Lusyhijab, Wawancara pribadi pada 29 Juni 2019 pukul 
20.00 sampai dengan 21.00 Wib 
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3.  Agustus 2018 Rok : 33 
Jilbab : 88 
Celana : 309 
 
4. 
 
September 2018 
Gemis : 291 
Rok : 59 
Jilbab : 23 
Celana : 77 
 
5. 
 
Oktober 2018 
Jilbab : 124 
Rok : 255 
Celana : 71 
 
6. 
 
November 2018 
Gamis : 45 
Rok : 131 
Jilbab : 159 
Celana : 115 
 
7. 
 
Desember 2018 
Gamis : 234 
Rok : 16 
Jilbab : 179 
59 
 
Celana : 21 
 
8. 
 
Januari 2019 
Gamis : 179 
Rok : 21 
Jilbab : 234 
Celana : 16 
 
9.. 
 
Februari 2019 
Gamis : 234 
Rok : 16 
Jilbab : 179 
Celana : 21 
 
10. 
 
Maret 2019 
Gamis : 21 
Rok : 16 
Jilbab 234 
Celana : 179 
 
11. 
 
April 2019 
Gamis : 169 
Rok : 81 
Jilbab 156 
Celana : 44 
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12. 
 
Mei 2019 
Gamis :  543 
Jilbab : 351 
Rok : 129 
Celana : 47 
 
13. 
 
Juni 2019 
 
Gamis : 132 
Rok : 37 
Jilbab : 79 
Celana : 89 
 
Pembatalan akad atau kontrak jual-beli sangat terkait dengan 
pihak yang melakukan kontrak atau akad, dalam arti apabila pihak 
yang melakukan kontrak tersebut tidak cakap menurut hukum, baik itu 
karena belum cukup umur 21 tahun atau karena di bawah pengampuan, 
maka kontrak atau akad dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang 
tidak cakap tersebut apakah diwakili oleh wali atau pengampunya atau 
setelah dia sudah berusia 21 tahun atau sudah tidak dibawah 
pengampuan17. 
                                                          
17
 Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuasa lslam. Cet ke-2. (Jakarta: Rajawali Pres. 2013) 
hlm 127 
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Lusyhijab yang memiliki banyak pelanggan atau pembeli yang 
sudah cakap menurut hukum. Pembeli dari Lusyhijab sendiri mayoritas 
sudah dewasa dan cakap hukum. Dalam hal pembatalaan akad pada 
Lusyhijab, dalam melakukan bisnis online shopnya sering terjadi 
pembatalan akad dengan berbagai alasan diantaranya pembeli yang 
membatalkan secara sepihak. Yaitu ketika barang sudah ready (siap 
COD) pembeli membatalkan dengan alasan yang tidak jelas dan 
banyak pembeli yang tidak mengambil barang yang sudah ready (siap 
COD) tanpa kejelasan pembeli menghilang dan memblok nomer 
WhatsApp dari Lusyhijab18. Pembatalan yang terjadi pada Lusyhijab 
sebesar 15% sampai dengan 25%19. 
Selain itu juga terdapat pembatalan dari pembeli yang tidak 
mengambil barang, dengan alasan barang tidak sesuai yang diinginkan 
hal ini biasa terjadi pada pembeli yang menyalahkan warna, menurut 
pembeli warna barang yang sudah ada tidak sesuai dengan apa yang 
ada pada katalog instagram Lusyhijab20.  
Untuk pembeli yang meminta pengiriman atau ekspedisi 
mengunakan jasa pengiriman seperti JNE, & JNT pembatalan transaksi 
untuk hal ini tergolong kecil, karena Lusyhijab mewajibkan pembeli 
mentransfer uang terlebih dahulu sebesar 100%  dari harga jual barang 
                                                          
18
 Lusy Dyah Erikawati, pemilik Lusyhijab, Wawancara pribadi pada tanggal 23 Mei 
2019 Pada Pukul 10.20 wib sampai dengan pukul pukul 12:00 wib 
19
 ibid 
20
Ibu Nurul, Pembeli Luyhijab dari Jakarta, Bukti screnshoot percakapan 
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dan biaya pengiriman, meskipun masih ada pembeli yang 
membatalkan tranksaksi namun hanya sedikit 20% dari 1306 transaksi 
yaitu 261 transaksi pembatalan. Hal ini terjadi dikarenakan pembeli 
yang kurang sabar dalam menanti barang yang sudah dipesan. 
Penyampaian barang melalui ekspedisi diperkirakan 7-14 hari untuk 
sampai ketujuan21.  
Lusyhijab dalam mengatasi pembatalan seperti di atas spontan 
barang yang sudah terlanjur diambil akan dijual kembali kepada 
pembeli yang lain. Dengan harga yang sedikit lebih murah agar tidak 
terjadi pembengkakan biaya yang berlebihan nantinya, karena 
pembatalan seperti ini sangat merugikan bagi Lusyhijab apabila ini 
terjadi terus menerus akan mengakibatkan kebangkrutan dari toko 
online Lusyhijab. Untuk para pembeli yang membatalkan transaksi 
sendiri Lusyhijab juga menerapkan sistem blacklist atau daftar hitam. 
Yaitu biodata pembeli dari pembeli akan di sebar luaskan pada media 
sosial yang ada, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook,  dan market 
place. Pembeli yang sudah masuk daftar hitam tidak akan bisa lagi 
melakukan transaksi dengan onlineshop lainnya.  
Pembatalan yang terjadi pada Lusyhijab dalam waktu satu 
tahun terhitung dari Juni 2018 sampai dengan Juni 2019 ada 1306 
transaksi pembatalan dari 5787 transaksi. Pembatalan pada setiap 
                                                          
21
 Ibu Nunik, Pembeli Lusyhijab dari Jakarta, Bukti screnshoot percakapan  
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bulan bervariasi, pembatalan perbulan sebesar 15%-25%. Berikut 
adalah tabel pembatalan dari Lusyhijab22  : 
Tabel.3 Transaksi Pembatalan Lusyhijab23. 
 
No 
 
   Waktu 
 
Jumlah 
Transaksi 
pesanan  
 
Jumlah 
pembatalan 
 
Jumlah 
pembatalan 
pertransaksi (%) 
 
1. 
 
Juni 2018 
Gamis : 199 
Rok : 20 
Jilbab : 99 
Celana : 12 
Gamis : 34 
Rok : 3 
Jilbab : 14 
Celana : 2 
Gamis : 17% 
Rok : 15% 
Jilbab : 14% 
Celana : 16% 
 
2. 
 
Juli 2018 
Gamis : 225 
Rok : 20 
Jilbab : 185 
Celana : 20 
Gamis : 41 
Rok : 3 
Jilbab : 36 
Celana : 3 
Gamis : 18% 
Rok : 15% 
Jilbab : 19% 
Celana : 15% 
 
3.  
 
Agustus 
Gamis : 20 
Rok : 33 
Gamis : 4 
Rok : 8 
Gamis : 20% 
Rok : 24% 
                                                          
22
 Lusy Dyah Erikawati Pemilik Lusyhijab Wawancara pribadi pada tanggal 27 Juni 2019 
pukul 09.00 – 11.00 Wib 
23
 Ibid 
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2018 Jilbab : 88 
Celana : 309 
Jilbab : 16 
Celana : 81 
Jilbab : 18% 
Celana : 26% 
 
4. 
 
September 
2018 
Gemis : 291 
Rok : 59 
Jilbab : 23 
Celana : 77 
Gamis : 59 
Rok : 18 
Jilbab : 5 
Celana : 24 
Gamis : 20% 
Rok : 31% 
Jilbab : 22% 
Celana : 31% 
 
5. 
Oktober 
2018 
Gamis : - 
Jilbab : 124 
Rok : 255 
Celana : 71 
Gamis : - 
Jilbab : 25 
Rok : 72 
Celana : 17 
Gamis : - 
Jilbab : 20% 
Rok : 28,23% 
Celana : 24% 
 
6. 
 
November 
2018 
Gamis : 45 
Rok : 131 
Jilbab : 159 
Celana : 115 
Gamis : 9 
Rok : 32 
Jilbab : 24 
Celana : 7 
Gamis : 20% 
Rok : 24% 
Jilbab : 15% 
Celana : 6% 
 
7. 
 
Desember 
2018 
Gamis : 234 
Rok : 16 
Jilbab : 179 
Gamis : 45 
Rok : 4 
Jilbab : 38 
Gamis : 19% 
Rok : 25% 
Jilbab : 21% 
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Celana : 21 Celana : 5 Celana : 23% 
 
8. 
 
Januari 2019 
Gamis : 179 
Rok : 21 
Jilbab : 234 
Celana : 16 
Gamis : 34 
Rok : 3 
Jilbab : 50 
Celana : 2 
Gamis : 18% 
Rok : 14% 
Jilbab : 21% 
Celana : 12,5% 
 
9.. 
 
Februari 
2019 
Gamis : 234 
Rok : 16 
Jilbab : 179 
Celana : 21 
Gamis : 68 
Rok : 4 
Jilbab : 42 
Celana : 6 
Gamis : 29% 
Rok : 25% 
Jilbab : 23% 
Celana : 28,5% 
 
10. 
 
Maret 2019 
Gamis : 21 
Rok : 16 
Jilbab 234 
Celana : 179 
Gamis : 5 
Rok : 5 
Jilbab 71 
Celana : 36 
Gamis : 24% 
Rok : 31,25% 
Jilbab : 30% 
Celana : 20% 
 
11. 
 
April 2019 
Gamis : 169 
Rok : 81 
Jilbab 156 
Celana : 44 
Gamis : 51 
Rok : 17 
Jilbab : 36 
Celana : 12 
Gamis : 30% 
Rok : 21% 
Jilbab : 23% 
Celana : 27% 
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12. 
 
Mei 2019 
Gamis :  543 
Jilbab : 351 
Rok : 129 
Celana : 47 
Gamis :  71 
Jilbab : 60 
Rok : 6 
Celana : 9 
Gamis : 13% 
Jilbab : 17% 
Rok : 4% 
Celana : 19% 
 
13. 
 
Juni 2019 
Gamis : 132 
Rok : 37 
Jilbab : 79 
Celana : 89 
Gamis : 43 
Rok : 7 
Jilbab : 13 
Celana : 31 
Gamis : 32,5% 
Rok : 19% 
Jilbab : 16% 
Celana : 34,83% 
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BAB IV 
ANALISIS  
A.  Pembatalan Akad Pada Lusyhijab Dengan Fatwa DSN MUI 
NO.06/DSN-MUI/VI/2000 
1. Aspek Akad Istishna  
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa 
akad (al-aqd) merupakan jama’ dari al-uqud, secara bahasa berarti 
al-rabth (ikatan mengikat) yaitu menghimpun atau mengumpulkan 
dua ujung tali dan mengikatkan salah satu pada yang lainnya 
hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu. 
Menurut istilah akad adalah ikatan antara ijab dan qabul yang 
diselenggarakan menurut ketentuan syari’ah dimana terjadi 
konsekunsi hukum atas sesuatu karenanya akad diselenggarakan1. 
Akad atau kontrak berasal dari kata Arab yang berarti 
ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (hissyy) maupun 
tidak nampak (ma’nawy). Menurut pasal 1313 KUHPerdata 
dikemukaan definisi perjanjian yaitu “suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih  mengikat diriya terhadap satu orang 
atau lebih”2. 
                                                          
1
 Nurul Huda, Fiqh Muamalah, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 107  
2
 Sukardi, “ Kebebasan Berkontrak Dalam Jual-beli Menurut Kitab Undang-undang  
Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam,” Jurnal Al-Maslahah (Pontianak) Vol. 12 
Nomor 2 Oktober 2016 hlm 405 
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Bai’ istishna merupakan salah satu bentuk jual-beli dengan 
pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual-
beli dibolehkan oleh syariat3. Menurut ahli Fiqh pengertian Bai’ 
Istishna adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang 
tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari 
pihak tukang (penjual). Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah, 
menjelaskan bahwa bai’ istishna adalah membeli barang yang 
dibuat  sesuai dengan kriteria pesanan4.  
Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan  bahwa jual-beli 
istishna adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan membuat 
barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 
disepakati antara pemesan pembeli dan penjual
5. Transaksi bai’ 
istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual 
barang, dalam kontrak ini, penjual barang menerima pesanan dari 
pembeli. Penjual barang berusaha membuatkan ataupun 
membelikan barang pesanan tersebut menurut spesifikasi atas 
harga serta sistem pembayaran dilakukan dimuka, melalu cicilan, 
atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang
6
. 
                                                          
3
 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 
96 
4
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, cet ke-3. (Jakarta: Al-i’tshom, 2011) Hlm 299 
5
 Adiwarman A, Karim. Bank lslam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2013) Hlm 126 
6
 Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, cet ke-24 (Jakarta: Gema lnsani, 
2015) Hlm 113 
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Menurut Jumhur Ulama, bai’ istishna merupakan satu jenis khusus 
dari akad bai’ as-salam, biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang 
manufaktur. Dengan demikian, ketentuan bai’ istishna mengikuti 
ketentuan dan aturan akad bai’ as-salam7 . 
Dalam praktik jual-beli online Lusyhijab yang 
menggunakan akad bai’ istishna sudah sesuai dengan ketentuan 
yang ada, yaitu pembeli memesan barang yang diinginkan dengan 
kriteria yang jelas disebutkan mulai dari ukuran, bahan, warna, dan 
kualitas dari barang tersebut. 
Rukun dan ketentuan dalam bai’ istishna menurut Jumhur 
Ulama yaitu sebagai berikut
8
: 
a. Mustashni’  :  pihak yang meminta dibuatkan barang/pembeli  
b. Shani’   :  pihak yang menerima permintaan untuk dibuatkan  
barang/penjual (bai’) 
c. Shighat :  ijab dan qabul (pernyataan penawaran dan  
penerima) 
d. Ma’aqud’alaih  : barang yang dibuat (membuat barang 
Mentah menjadi barang jadi, barang yang dibeli 
(mutsman/matsmun)). Pekerjaan yang dilakukan oleh shani’ 
(pengrajin) Harga (tsaman) 
                                                          
7
 Ibid., hlm 114 
8
 Jaih Mubarok dan Hasanudin. Fikih Mu’amalah Maliyah. Cet ke-2. (Bandung: Simbiosa 
Rekatama Media. 2017) hlm 270 
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Pelaksanaannya dalam usaha jual-beli online pada 
Lusyhijab sudah terpenuhi rukun dan ketentuan dari bai’ istishna. 
Yaitu adanya mustashni barang yang dipesan dan  shani barang 
yang dibuatkan, dalam hal ini pembeli yang menginkan barang dari 
Lusyhijab dapat melihat dari katalog yang sudah disediakan pada 
akun instagram ataupun market place dari Lusyhijab. Praktik akad 
ijab dan qabul yang dilakukan oleh Lusyhijab dilaksanakan secara 
tertulis melalui perantara media sosial, yaitu WhatsApp. Ijab dan 
qabul ini ditandai dengan pengisian form yang sudah disediakan 
oleh Lusyhijab untuk membeli yang memesan barang berisi 
tentang biodata dari pembeli serta deskripsi barang yang 
diinginkan pembeli, form ini sebagai tanda bukti perjanjian atau 
Akad antara Lusyhijab dan pembeli. 
2. Aspek Barang/Objek 
Bai’ istishna atau jual-beli dengan sistem pemesanan 
Transaksi jual-beli istishna merupakan kontrak penjualan antara 
pembeli dan pembuat/penjual barang9. Dalam kontrak ini 
pembuat/penjual barang menerima pesanan dari pembeli, lalu 
berusaha sendiri ataupun melalui orang lain untuk membuatkan 
pesanan menurut spesifikasi yang telah disepakati10.  
                                                          
9
 Muhammad Rizky Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif. “Analisis Implementasi Akad 
Istishna Pembiayaan Rumah (Study  Kasus Developer Propeerty Syariah Bogor)”. Jurnal 
Ekonomi Islam. (Bogor). Volume 9, nomor 1, Mei 2018. Hlm 4   
10
 Ibid.,  hlm 5  
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DSN MUI ( DSN MUI NO 06 DSN-MUI/IV/2000) telah 
menetapkan fatwa mengenai bai’ Istishna atau jual-beli dengan 
sistem pesanan ataupun barang yang dipesan oleh pembeli kepada 
penjual. Spesifikasi harus jelas meliputi11 : 
a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang 
b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya 
c. Penyerahan dilakukan kemudian 
d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan 
e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya 
f. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis 
sesuai kesepakatan 
g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) 
untuk melanjutkan atau membatlkan akad. 
Praktek transaksi jual-beli pada Lusyhijab terkait dengan 
barang pesanan Lusyhijab sudah memberikan spesifikasi barang 
yang dijualnya pada katalog yang sudah tersedia. Seperti ukuran, 
bahan, warna, detail bahan dan kualitas bahan. Mengenai bahan 
sudah dijelaskan oleh Lusyhijab pada kolom katalog bahan seperti, 
wolfis, katun, baloteli, shifon, kaos dan lain-lain, untuk pilihan 
                                                          
11
 Jaih Mubarok dan Hasanudin. Fikih Mu’amalah Maliyah. Cet ke-2. (Bandung: 
Simbiosa Rekatama Media. 2017) hlm 273 
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warna juga telah disediakan pada kolom katalog bahan pada setiap 
berbeda-beda. 
Pembeli yang ingin memesan barang pada Lusyhijab harus 
menyatakan spesifikasi barang yang inginkan dengan melihat 
kolom katalog yang tersedia. Pembeli cukup untuk memberikan 
spesifikasi warna dan ukuran (M, L, XL, ataupun oversize). Setelah 
memberikan spesifikasi barang yang diinginkan pembeli 
diwajibkan mengisi form sebagai bukti kontrak diantara mereka 
(penjual dan pembeli).  
Penyerahan barang dilakukan atas kesepakatan kedua belah 
pihak, Lusyhijab memiliki beberapa cara dalam penyerahan 
barang. Pertama dengan cara COD (Cash On Delivery), 
pengiriman melalui jasa pengiriman JNE dan JNT. Untuk area 
Solo, Sragen dan IAIN Surakarta untuk penyerahan barang 
dilakukan dengan cara COD. Untuk wilayah kota Jakarta, 
Bandung, Semarang, Yogjakarta dan lain sebagainya penyerahan 
barang dilakukan dengan pengiriman JNE dan JNT.  
Waktu penyerahan dilakukan setelah pembeli 
menyelesaikan uang muka, setelah mengisi form dan menjelaskan 
spesifikasi barang yang diinginkan pembeli diwajibkan membayar 
uang muka sebesar 70%-100% dari harga jual barang yang 
diinginkan. Untuk penyerahan barang dengan COD waktu 
penyerahan barang selama 4-7 hari terhitung setelah melakukan 
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pembayaran uang muka.Untuk pegiriman barang akan sampai 
kepada pembeli seletah 7-14 hari terhitung seletah pelunasan 
barang12.  
Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang 
diinginkan oleh pembeli, ataupun barang cacat maka pembeli boleh 
mengembalikan nya. Dengan catatan kerusakan ataupun kesalahan 
dari pihak Lusyhijab, pengembalian barang hanya berlaku selama 
1x24 jam dan berlaku menukar barang saja tidak mengembalikan 
uang. Perjanjian tersebut sudah dijelaskan oleh Lusyhijab pada 
form yang oleh pembeli, dan telah disepakati oleh kedua belah 
pihak13. 
3. Aspek Pembayaran dan Ketentuan Lain DSN-MUI NO.6/DSN-
MUI/IV/2000 
Menurut MUI dalam fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia) jual-beli Istishna adalah akad 
jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang 
disepakati antara pemesan (pembeli/mustashni’) dan penjual 
(pembuat/penjual barang/shani’). Fatwa no.06/DSN-MUI/IV/2000 
                                                          
12
 Lusy Dyah Erikawati, Pemilik Lusyhijab, Wawancara pribadi pada tanggal 27 Mei 
2019 pukul 17.00 – 18.00 Wib 
13
 Erick, Pembeli Lusyhijab, Wawancara pribadi pada 29 Juni 2019 pukul 17.00 Wib 
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menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) ketentuan dibolehkan jual-beli 
istishna14 : 
a. Ketentuan tentang pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui 
jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, 
pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak 
boleh dalam bentuk pembebasan hutang. 
b. Ketentuan barang, harus sesuai jelas ciri-cirinya dan dapat diakui 
sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang 
dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli (mustashni’) tidak 
boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar 
barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan, dan 
dalamhalterdapat hal cacat atau barang tidak sesuai dengan 
kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk 
melanjutkan atau membatalkan akad. 
c. Ketentuan lain yaitu: dalam hal  pesanan sudah dikerjakan sesusai 
dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, semua ketentuan dalam 
jual-beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual-
beli istishna. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya 
atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka 
penyelesaian dilakukan melalui badan Arbitrase Syari’ah setelah 
                                                          
14
 Muhammad Rizky Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif. “Analisis Implementasi Akad 
Istishna Pembiayaan Rumah (Study  Kasus Developer Propeerty Syariah Bogor)”. Jurnal 
Ekonomi Islam. (Bogor). Volume 9, nomor 1, Mei 2018. Hlm 5-6 
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tidak tercapai kesepakatan melalui kesepakatan melalui 
musyawarah. 
Lusyhijab dalam melakukan transaksi jual-beli online, 
dalam praktik pembayaran menerapkan sistem pelunasaan pada 
awal kesepakatan dengan menerapkan dua (2) cara yaitu untuk 
pembeli yang melakukan COD diharuskan membayar uang muka 
sebesar 70% dari harga barang dan untuk pembeli yang 
menggunakan jasa ekspedisi pengiriman diharuskan membayar 
100% dari harga barang beserta biaya pengiriman. Pembeli yang 
sudah mengisi form dari Lusyhijab berisikan biodata pembeli serta 
spesifikasi barang yang diinginkan. Tertulis juga ketentuan 
pengiriman dan pembayaran barang. Pembayaran dapat dilakukan 
dengan cara transfer via ATM ataupun Cash (COD). 
Dalam form dijelaskan pembayaran yang bisa dilakukan 
oleh pembeli. Pembeli diwajibkan untuk membayar uang muka 
minimal 70% untuk pembeli yang ingin melakukan COD (Cash On 
Delivery) 30% saat melakukan COD bersama Lusyhijab. Untuk 
COD hanya dilakukan untuk daerah tertentu, yaitu untuk daerah 
Solo, Sragen dan daerah sekitar Institut Agama Islam Negeri 
Surakarta. 
Pembayaran menggunakan jasa pengiriman dalam form 
dijelaskan harga barang serta biaya pengiriman (ongkir), pembeli 
diwajibkan membayar 100% untuk harga barang serta biaya 
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pengiriman. Barang yang diinginkan oleh pembeli, akan 
melakukan pengecekan/checklist/review kembali sebelum 
melakukan pengiriman. Barang akan sampai kepada pembeli 
sekitar 7-14 hari untuk barang yang menggunakan jasa 
pengiriman,terhitung seletah pelunasan biaya pembayaran melalui 
transfer via ATM. Untuk barang yang penyerahan dilakukan 
dengan cara COD barang akan siap/ready dalam 5-7 hari. 
Terhitung setelah pembayaran uang muka sebesar 70%. 
Ketentuan lain yang sudah dijelaskan pada fatw DSN-MUI 
diatas, barang yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak adalah 
hukumnya mengikat. Maka tidak boleh salah satu pihak 
membatalkan secara sepihak ataupun tanpa kejelasan. Praktiknya 
dalam transaksi jual-beli yang dilakukan oleh Lusyhijab masih 
banyak pembatalan secara sepihak, pembeli yang tidak mengambil 
barang, pembeli yang tiba-tiba menghilang pada saat barang sudah 
jadi/ready, kontak/ nomer telefon tidak bisa dihubungi15.  
Salah satu alasan pembeli membatalkan pembelian pada 
Lusyhijab menurut Zahara dan Temannya Nadira pembeli yang 
membatalkan transaksi pada Lusyhijab, menurutnya Lusyhijab 
dalam melakukan hal COD tidak sesuai. Karena hari COD tidak 
sesuai dengan jadwal awal yang diberikan oleh Lusyhijab diawal 
perjanjian. Sedangkan saat yang bersamaan Zahara sekarang tidak 
                                                          
15
 Lusy Dyah Erikawati, Pemilik Lusyhijab, Wawancara pribadi 19 Juni 2019 pukul 
20.00 – 21.00 wib 
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ada di Solo dan sedang di Bandung saat itu Neneknya meninggal 
dan tidak bisa pulang dengan terpaksa ia harus membatalkan 
pembelian dengan konsekuensi yang harus diterima oleh nya dan 
teman nya tersebut, yang harus masuk Blacklist dan harus 
menerima kerugian uang muka sebesar 70% tidak bisa diambil 
lagi16. 
Rani pembeli yang membatalkan transaksi dengan 
Lusyhijab dengan alasan bahwa dia tidak bisa membayar uang sisa 
yang 30% dari harga barang dan saat itu ia juga tidak bisa 
menggunakan ATM karna barang yang pesantidak hanya satu, ia 
memesan 5 barang sekaligus dengan masing-masing barang 
dengan harga Rp. 150.000 Ribu, dengan terpaksa ia harus 
membatalkan pembelian dan dia juga tau dengan konsekuensi yang 
akan diperolehnya. Dengan itu dia mulai mengganti segala akun 
media sosial nya agar nama nya tidak terlalu buruk jika nanti 
Lusyhijab akan memblacklist dirinya17.  
Untuk pembatalan seperti ini maka Lusyhijab menerapkan 
sistem blacklist atau daftar hitam. Form sebagai tanda perjanjian 
diantara Lusyhijab dengan pembeli akan di sebar luaskan karena 
telah membatalakan kontrak secara sepihak dan tidak bertanggung 
                                                          
16
 Zahara, Pembeli,Lusyhijab Wawancara pribadi 17 September 2019 pada pukul 21.00 – 
22.30 Wib 
17
 Rani, Pembeli Lusyhijab, Wawancara pribadi pada tanggal 17 September 2019 pada 
pukul 17.00 – 19.00 Wib 
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jawab. Biodata serta form yang diisi oleh pembeli akan tersebar 
luas pada media sosial dengan beberapa peringatan. Pembelipun 
akan kesulitas untuk melakukan transaksi jual-beli online dengan 
onlineshop lain18. 
Barang yang sudah dipesan dan dibatalkan oleh pembeli, 
dalam hal ini Lusyhijab memiliki cara untuk mengatasinya dengan 
menjual kembali Pembeli yang sudah masuk daftar hitam dari 
Lusyhijab tidak bisa lagi memesan ataupun melakukan transaksi 
dengan Lusyhijab.  
Pada ketentuan ini praktek dalam Transaksi pada Lusyhijab 
tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI  no.06/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang Bai’ Istishna, dalam hal ini salah satu pihak sangat 
dirugikan yaitu pembeli yang harus kehilangan uang muka sebesar 
70% dan nama baik yang rusak karna telah masuk kedaftar 
blacklist atau daftar hitam. 
 
 
 
                                                          
18
 Ibid  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka dalam hal penelitian 
dalam hal ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Lusyhijab dalam melakukan bisnis online shop nya cukup detail dalam 
menjelaskan spesifikasi barang mulai dari ukuran, bahan, warna, 
harga, cara penyerahan ataupun pembayaran, serta kualitas barang. 
yang telah dijelaskan pada kolom katalog yang tersedia pada akun 
Instagram dari Lusyhijab. Perjanjian yang dilakukan oleh Lusyhijab 
dengan cutomer/pembeli dilakukan secara tidak langsung yaitu  
melalui media sosia WhatsApp yang ditandai dengan pengisian from 
oleh customer ataupun pembeli sebagai bukti perjanjian bahwa 
pembeli ingin membeli barang dari Lusyhijab. Selama melakukan 
transaksi banyak customer atau pembeli yang membatalkan secara 
sepihak kepada Lusyhijab, banyak di antaranya customer atau pembeli 
yang menghilang tanpa kejelasan tiba-tiba ketika barang sudah ready 
atau siap untuk dikirm ataupun siap untuk melakukan COD (Cash On 
Delivery), tidak sedikit juga cutomer atau pembeli yang memblok 
kontak dari Lusyhijab untuk membatalkan transaksi. Dengan adanya 
pembatalan secara sepihak seperti ini Lusyhijab memikili kebijakan 
tersendiri yaitu sistem blacklist atau daftar hitam, di mana biodata 
customer atau pembeli akan tersebar luaskan pada media sosial seperti, 
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Instagram, Market Place, WhatsApp serta grup para Reseller. Hal ini 
akan sangat merugikan bagi customer atau pembeli karena apabila 
namanya sudah masuk daftar hitam maka ia akan kesulitan untuk 
melakukan transaksi online lagi, dengan online shop lain. Untuk 
Lusyhijab juga merasakan kerugian yang sama yaitu pembengkakan 
biaya terhadap barang yang sudah dipesan oleh customer atau pembeli 
yang membatalkan sepihak. Dengan berpikir cepat Lusyhijab memilih 
menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah atau 
dengan istilah diskon. 
2. Menurut fatwa DSN-MUI no.06/dsn-mui/iv/2000 yang bicara 
mengenai bai istishna atau jual-beli dengan sistem pemesanan. Dalam 
fatwa DSN-MUI tersebut dijelaskan 3 (tiga) point utama yaitu,  
ketentuan pembayaran, ketentuan barang dan ketentuan lain. Dalam 
aspek pembayaran dan ketentuan barang Lusyhijab sudah memenuhi 
ketentuan dari fatwa DSN-MUI No.06/dsn-mui/iv/2000. Penjelasan 
yang diberikan oleh Lusyhijab mengenai spesifikasi barang serta cara 
pembayaran telah dijelaskan pada kolom katalog yang sudah 
disediakan pada akun Instagram Lusyhijab. Sedangkan untuk 
ketentuan lain meliputi ketentuan yang berlaku pada bai salam. Jika 
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiain dilakukan  
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3. melalui badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. Praktiknya dalam melakukan transaksi Lusyhijab 
terdapat banyak pembatalan secara sepihak, pembatalan yang 
merugikan kedua belah pihak. Kerugian yang diperoleh oleh customer 
atau pembeli masuk blacklist atau daftar hitam mengakibatkan 
customer atau pembeli tidak dapat lagi melakukan transaksi jual-beli 
online kepada online shop lain. Biodata serta bukti perjanjian diantara 
kedua belah pihak akan tersebar pada media sosial. Untuk pihak 
Lusyhijab akan menanggung membengkakan biaya dari harga barang 
yang dibatalkan oleh customer atau pembeli secara sepihak. Hal ini 
tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena dalam ketentulan lain 
dinyatakan apabila ada perselisihan diselesaikan dengan cara 
musyawarah dan tidak boleh merugikan kedua belah pihak.  
B. Saran  
Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis ingin memberikan 
beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan ataupun 
masukan bagi Lusyhijab Sragen : 
1. Agar Lusyhijab lebih tegas dalam menangani untuk para customer 
yang membatalkan transaksi secara sepihak. 
2. Dalam hal melakukan transaksi haruslah lebih teliti. 
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SURAT BUKTI WAWANCARA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
Nama     :  Erik 
Pekerjaan    :  Satpam dan online shop 
Keterangan          :pembeli  
Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk 
kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Pembatalan Akad Jual-beli Online Pada Lusyhijab Sragen Ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bai’ Istishna” 
oleh saudari:  
Nama   : Yasmin Salmawati 
Nim     : 152111006 
Fakultas/jurusan  : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus     : IAIN Surakarta   
Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan banyak 
terimakasih.   
 
Surakarta,   28, Juni 2019     
Pewawancara Pihak           Yang Diwawancarai  
 
 
 
(..........Erik.............) 
 
  
 
SURAT BUKTI WAWANCARA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
Nama     :   M. Adi Nugroho 
Pekerjaan    :  Guru 
Keterangan          : pembeli  
Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk 
kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Pembatalan Akad Jual-beli Online Pada Lusyhijab Sragen Ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bai’ Istishna” 
oleh saudari:  
Nama   :Yasmin Salmawati 
Nim     : 152111006 
Fakultas/jurusan  : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus     : IAIN Surakarta   
Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana 
mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan banyak terimakasih.   
 
Surakarta,   28 Juni 2019   
Pewawancara Pihak           Yang Diwawancarai  
 
          
 
(...M..Adi Nugroho....) 
 
 
 
  
 
SURAT BUKTI WAWANCARA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
Nama     :  Rahmawati 
Pekerjaan    :  Mahasiswa UNS 
Keterangan  : 
Reseller Lusyhijab  
Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk 
kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Pembatalan Akad Jual-beli Online Pada Lusyhijab Sragen Ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bai’ Istishna” 
oleh saudari:  
Nama   :Yasmin Salmawati 
Nim     : 152111006 
Fakultas/jurusan  : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus     : IAIN Surakarta   
Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan banyak 
terimakasih.   
 
Surakarta, 29 Juni 2019     
Pewawancara Pihak           Yang Diwawancarai  
     
 
 
(..........Rahmawati..........) 
  
 
SURAT BUKTI WAWANCARA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
Nama     :  Edrik 
Pekerjaan    :  Sales 
Keterangan  : 
Reseller Lusyhijab  
Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk 
kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Pembatalan Akad Jual-beli Online Pada Lusyhijab Sragen Ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bai’ Istishna” 
oleh saudari:  
Nama   :Yasmin Salmawati 
Nim     : 152111006 
Fakultas/jurusan  : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus     : IAIN Surakarta   
Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan banyak 
terimakasih.   
Surakarta,   29 Juni 2019      
Pewawancara Pihak                 Yang Diwawancarai  
 
        
 
 
(............Edrik.................) 
  
 
SURAT BUKTI WAWANCARA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
Nama     :  Lusy Dyah Erikawati 
Pekerjaan    :  Mahasiswa 
Keterangan   
 :Pemiliki Lusyhijab 
Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk 
kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Pembatalan Akad Jual-beli Online Pada Lusyhijab Sragen Ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bai’ Istishna” 
oleh saudari:  
Nama   : Yasmin Salmawati 
Nim     : 152111006 
Fakultas/jurusan  : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus     : IAIN Surakarta   
Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan banyak 
terimakasih.   
 
Surakarta,   29 Juni 2019     
Pewawancara Pihak                Yang Diwawancarai  
 
         
      (Lusy Dyah Erikawati) 
   
  
 
SURAT BUKTI WAWANCARA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
Nama     :  Zahara 
Pekerjaan    :  Penjaga Toko 
Keterangan    : 
pembeli blacklist 
Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk 
kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Pembatalan Akad Jual-beli Online Pada Lusyhijab Sragen Ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bai’ Istishna” 
oleh saudari:  
Nama   : Yasmin Salmawati 
Nim     : 152111006 
Fakultas/jurusan  : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus     : IAIN Surakarta   
Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan banyak 
terimakasih.   
 
Surakarta,   17 Sepetember 2019     
Pewawancara Pihak          Yang Diwawancarai  
 
 
                        (ZAHARA) 
 
  
 
SURAT BUKTI WAWANCARA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :  
Nama     :  RANI 
Pekerjaan    :  Mahasiswa dan penjaga toko  
Keterangan   
 :Pembeli blacklist 
Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk 
kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul 
“Pembatalan Akad Jual-beli Online Pada Lusyhijab Sragen Ditinjau dari 
Fatwa DSN-MUI NO.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Bai’ Istishna” 
oleh saudari:  
Nama   : Yasmin Salmawati 
Nim     : 152111006 
Fakultas/jurusan  : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Kampus     : IAIN Surakarta   
Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya, untuk perhatiannya kami mengucapkan banyak 
terimakasih.   
 
Surakarta,   17 September 2019     
  
Pewawancara Pihak           Yang Diwawancarai  
 
 
                                 (RANI) 
  
 
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN LUSYHIJAB 
SRAGEN 
• Sejak kapan memulai bisnis online shop? 
• Dimana alamat dari lusyhijab? 
• Kenapa memilih nama lusyhijab? 
• Apa saja kendala selama menjalankan bisnis online shop? 
• Bagaimana kebijakan untuk pembeli yang tidak percaya dengan 
keamanahan dari lusyhijab? 
• Bagaimana pratik po/preorder  pada online shop lusyhijab? 
• Bagaimana kualitas barang yang ada pada lusyhijab? 
• Bagaimana sanksi untuk customer yang membatalkan transaksi sepihak? 
• Apa sajakah alasan pembeli membatalkan transaksi? 
• Bagaimana dengan kerugian akibat customer yang membatalkan transaksi? 
• Apa keungulan lusyhijab dibandingkan dengan online shop yang lain? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN CUSTOMER 
LUSYHIJAB 
• Apa yang membedakan lusyhijab dengan online shop lain? 
• Bagaimana pelayaan dari lusyhijab? 
• Bagaimana keungulan yang dimiliki oleh lusyhijab? 
• Bagaimana kebijakan lusyhijab terhadap barang cacat/tidak sesuai dengan 
pesanan? 
• Bagaimana kualitas barang lusyhijab? 
• Kenapa pembatalakan transaksi? 
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